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ABSTRAK

Pembangunan adalah satu upaya penting dalam pengelolaan berwawasan
lingkungan. Pembangunan yang berhasil yaitu pembangunan yang berwawasan
lingkungan yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas lingkungan.
Pembangunan bisa mempunyai dampak positif maupun negatif. Dampak positif
pembangunan berupa tercapainya tujuan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan
kualitas hidup manusia, sedangkan dampak negatifnya antara lain limbah (sampah) hasil
pembangunan ada yang tidak dapat ditangani dengan baik. Kecenderungan perubahan
sosial juga merupakan dampak dari suatu pembangunan yang menghasilkan proses
konsentrasi penduduk kota. ‘

Salah satu kebutuhan pelayanan penduduk adalah pelayanan persampahan.
Pertambahan penduduk yang cepat diikuti dengan kemajuan tekonologi membawa
dampak terhadap peningkatan sampah yang dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun
kualitas akibat dari aktivitas manusia di kota tersebut. Sampah yang dihasilkan dari
aktivitas penduduk semakin beragam tidak hanya berupa bahan organik tetapi juga dari
bahan-bahan anorganik. Usaha mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadiny
timbunan sampah, mengetahui karakteristik pengumpul, persepsi stakeholder dalam
pengelolaan sampah serta analisis faktor-faktor yang mempengarubi peningkatan
pengelolaan sampah petugas kebersihan merupakan dasar untuk menyusun program
pengelolaan persampahan lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang menggunakan
data eksisting serta menggunakan media kuisencr sebagai alat untuk mengetabui tingkat
persepsi serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota
Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kota
Tanjungpinang sudah cukup memahami dengan benar segala sesuatu yang berkaitan
dengan sampah. Namun demikian ternyata kesadaran penduduk tentang pentingnya
kondisi lingkungan yang bersih dan sebat masih sangat kurang sehingga masih banyak
terlihat penimbunan sampah liar yang terdapat di sekitar pekarangan tempat tinggal
penduduk. Akibatnya, pemerintah berinisiatif mengadakan program jumat bersih dengan
tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan
schingga dapat meringankan tugas para petugas pengumpul sampah yang harus melayani
pengumpulan sampah di seluruh kota.

Faktor yang mempengaruhi mempengaruhi para petugas kebersihan dalam
kegiatan pengumpulan sampah adalah faktor kesadaran dari masing-masing individu dari
para petugas kebersihan terhadap tugas yang diembannya, faktor waktu kerja,
pengawasan yang dilakukan oleh instansi Dinas Kebersihan dalam mengkoordinir
pengumpulan sampah, serta faktor gaji/upah yang diberikan.

Peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah rumah
tangga di kota Tanjungpinang berupa banyaknya penduduk yang berusaha untuk
memusnahkan sampah yang menumpuk atau berserakan dengan membakarnya.

Kata Kunci: sampah, peningkatan pelayanan




ABSTRACT

Development is one of the important effort in management with vision of
environment. A success development is a development which have a vision of environment
marked by the progressively increase of environmental quality. Development can have
positive impact and also the negativity. The positive impact of development in the form of
reaching of development aim, so that it can improve the quality of human life, while ifs
negative impact could form in many ways, such as waste that came as a result of
development which cannot be handled correctly by human. Tendency of social change/
social reform also represent the impact from a development yielding process of
population.concentration.

One of the requirement of white colars resident is the service solid waste. The
rapidly increasing of white colars resident which quickly followed by the progress of
technology bring impact to the increase of garbage production in form of quality and
quantity. the solid waste that came out from resident activity is getting more and more
variative. The solid waste not only consist of organic substances also contains anorganic
substance. The progressively increase of resident growth, either due birth and or the
migration, society behavior which progressively major personal ego, mount education
which relative lower and the change of standart living society in modern culture causing
the increase of amount and variety of salid waste urban region.

This research is using descriptive quantitative analyses which using quisioner
media to take the information as a tool to know the perception and participation of
society in solid waste management in Tanjungpinang City.

Based on the result of the research, we know that almost people in
Tanjungpinang city knows about anything deals with solid waste. But apparently the
resident still lack of the consciousness about the important thing of the clean and
healthier environment Then, the government initiate to organize a Clean Friday
programme in order to improve people’s consciousness about the important thing of the
clean and healthier environment and to help the cleaner officer to collect all the solid
waste in the City.

The important factor that influence the cleaner officer to collect the solid waste
such as the consciousness from each of the cleaner officer, the fime of work, the
supervision from Cleanliness Department to coordinate solid waste collecting and the
salary factor which gives to the cleaner officer.

Society participation in order to improve the garbage household management in
Tanjungpinang City such as a lot of residence that burn the pile of garbage or the greedy

of garbage.

Key words : garbage, improvemerit of service
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah satu upaya penﬁng dalam pengelolaan berwawasan

lingkungan. Pembangunan yang berhasil yaitu pembangunan yang berwawasan
lingkungan yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas lingkungan
(Soeryani, M. 1987). Pembangunan bisa  mempunyai dampak positif maupun
negatif. Dampak positif pembangunan berupa tercapainya tujuan pembangunan,
sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, sedangkan dampak
negatifnya antara lain limbah (sampah) hasil pembangunan ada yang tidak dapat
ditangani dengan baik. Kecenderungan perubahan sosial juga merupakan
dampak dari suatu pembangunan yang menghasilkan proses konsentrasi
penduduk kota. (Soeryani, M. 1997).

Mengenai permasalahan terscbut dapat dilihat pada perkembangan yang
terjadi di Kota Tanjungpinang. Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan
ini Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyaksikan perubahan yang berarti
dalam pembangunan pelayanan, hampir semua infrastruktur fisik, sosial, dan
kesehatan yang disediakan oleh daerah bersangkutan belum dapat mengimbangi
populasi kota yang terus bertambah.

Perkembangan perkotaan membawa konsekuensi terhadap penyediaan
infrastruktur perkotaan untuk melayani penduduknya. Penyediaan infrastruktur

perkotaan harus sejalan atau selaras dengan perkembangan perkotaan.




Penyediaan infrastruktur yang tidak seimbang dengan perkembangan kota akan
menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan dengan penyediaan.
Salah satu kebutuhan pelayanan penduduk perkantoran adalah pelayanan
persampahan. Pertambahan pendﬁduk perkéntoran yang cepat diikuti dengan
kemajuan tekonologi membawa dampak terhadap peningkatan sampah yang
dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas akibat dari aktivitas manusia
di kota terscbut. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas penduduk semakin
bgragam tidak hanya berupa bahan organik tetapi juga dari bahan-bahan
anorganik. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, baik karena
kelahiran ataupun migrasi, perilaku masyarakat yang semakin mengutamakan
ego pribadinya, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan adanya perubahan
standar hidup masyarakat yang mengutamakan produk hasil kebudayaan modern
untuk konsumsinya, menyebabkan semakin meningkatnya jumlah dan
keragaman sampah di perkotaan. Beragamnya jenis sampah di perkotaan
merupakan ciri dari kebudayaan yang semakin maju dan modern (Sa’id, 1987).
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sampah di perkotaan akan
mengakibatkan permasalahan yang cukup komplek bila tidak ditangani atau
dikelola dengan baik sejak dini, terutama dari segi lingkungan dan kebersihan,
yang pada akhirnya akan’ berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
Penanganan masalah persampahan diperkotaan saat ini masih banyak mengalami
kendala baik dalam masalah sarana dan prasarana, sumber daya manusia maupun
manajemen pengelolaannya. Kendala dalam penanganan masalah persampahan

di perkotaan terlihat dengan adanya timbunan sampah yang tidak pada




tempatnya dan tingkat pelayanan yang belum menjangkau semua masyarakat.
Masih banyaknya timbunan sampah yang tidak pada tempatnya atau dibuang
sembarangan merupakan salah satu indikasi masih kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap kebersihan liﬁgkungari. Keadaan masyarakat yang masih
sembarangan, tidak peduli dan menyerahkan 'penyelesa-iannya pada pemerintah.
(Sa’id, 1987). Sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan bila sampah
yang dihasilkan sudah dibuang dari halfimannya atau lingkungan sekitarnya
masalah persampaban sudah selesai, tidak berfikir bahwa sampah tersebut akan
menimbulkan masalah ditempat lain. Perilaku masyarakat yang tidak peduli dan
sembarangan dalam penanganan sampah dapat disebabkan oleh adanya pengaruh
perubahan sosial budaya masyarakat perkotaan. Perubahan sosial budaya
masyarakat perkotaan adalah sifat individual yang semakin besar, solidaritas
yang menurun dan kepedulian terhadap lingkungan yang semakin kecil
(Daldjoeni 1997).

Melihat pertumbuhan ekonomi kota dimana laju pertumbuhan ekonomi
tahun 1999 beberapa sektor ekonomi kota seperti industri, perdagangan, dan jasa
mulai memberikan sumbangan yang berarti terhadap PDRB Kota berdampak
positif terhadap pertumbuhan ckonomi kota. Hal tersebut terbukti dengan mulai
positifnya laju pertumbuhan PDRB Kota Tanjungpinang sebesar 4,05%.
(Kimpraswil Propinsi Riau). |

Secara umum dalam perkembangannya perkotaan mambawa konsekuensi
terhadap penyediaan infrastruktur perkotaan harus sejalan atau selaras dengan

perkembangan perkotaan akan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara

g



kebutuhan dengan penyediaan. Kesenjangan penyediaan infrastruktur dengan
kebutuhan akan membawa dampak terhadap penurunan tingkat pelayanan
terhadap penduduk di perkotaan.

Salah satu kebutuhan pela};énan penduduk perkotaan adalah peiayanan
persampahan yang dalam penanganannya pada saat ini masih banyak mengalami
kendala, baik masalah sarana dan prasarananya, sumberdaya manusia maupun
manajemen pengelolaannya. Sampah yang dihasilkan dari aktifitas penduduk
sgmakin beragam, tidak hanya berua bahan organik tetapi juga dari bahan —
bahan organik. Masih banyaknya timbunan sampah yang tidak pada tempatnya
atau dibuang sembarangan merupakan salah satu indikasi kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Beragam jenis sampah di perkotaan
merupakan ciri kebudayaan yang semakin maju moderen.

Penanganan masalah persampaban perkotaan saat ini masih banyak
mengalami kendala, baik masalah sarana maupun prasarananya, sumber daya
manusia perkotaan terlihat dengan adanya timbunan sampah yang tidak pada
tempatnya dan tingkat pelayanan belum ada menjangkau semua masyarakat.
Kondisi umum adanya kecenderungan pertumbuhan pada pusat-pusat
permukiman yang mengarah ke pinggiran pusat kota, hal ini sangat logis
mengingat pusat kota. kekurangan lahan yang diperiukan.

Beberapa pola pikir yang berkembang bahwa bila sampah yang
dihasilkan sudah dibuang dari halamannya atau lingkungan sekitarnya masalah
sampah sudah selesai, terlupakan bahwa sampah tersebut akan menimbulkan

masalah bagi orang lain. Perilaku masyarakat yang tidak peduli dan




sembarangan dalam penangapan sampah bisa memberi pengaruh negatif
terhadap pengolahan sampah yang kurang baik, menurut Kusnoputranto dalam
buku Kesehatan Lingkungan, 2000, adalah :

1. Pengaruh terhadap kesehatan mz\i.syarakat.'

2. Pengaruh terhadap lingkungan.

3. Pengaruh terhadap social masyarakat, dan

4. Pengaruh téi'hadap perekonomian daerah / nasional.

Penanganan sampah merﬁ;;;tuil(an kegiatan terpadu yang mencakup lima
elemen pokok, yaitu penghasil sampah, pengumpulan, transportasi, proses
pengolahan dan pembuangan akhir. Semua elemen pengelolaan sampah tersebut
harus sesuai dengan prinsip-prinsip. Kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi,
estetika dan sikap masyarakat (Musdiriyanto, 1996). Penanganan masalah
persampahan harus dilakukan secara sederhana dan sistematik, mulai dari
\perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mencakup 5 (lima) elemen pokok
mulai dari penghasil sampah sampai dengan pembuangan akhir. Penghasil
sampah merupakan elemen pokok yang perlu penanganan pertama dan
mendasar. Penghasil sampah adalah setiap orang / badan yang menghasilkan
sampah, dapat bersal dari rumah tangga (domestik), industri, komersial (pasar
dan toko) ataupun instansi (kantor, sekolah). Rumah tangga atau domestik
merupakan pernghasil sampah paling besar dan jenisnya beragam (Said, 1986).
Sampah rumah tangga atau domestik terutama yang berasal dari lingkungan

perumahan atau permukiman.




Sistem pengelolaan sampah perkotaan selalu diliputi oleh komponen-
komponen subsistem yang paling mendukung antara satu dengan yang lain,
saling berhubungan untuk mencapai tujuan, yaitu kota yang bersih, sehat dan
teratur. Komponen-komponen téfsebut adalah subsiste;m organisasi dan
manajemen (subsistem institusi), subsistem teknik operasional (subsistem
teknik), subsistem pembiayaan (subsistem finansial), subsisten hukum dan
peraturan (subsistem hukum) dan subsister_h peran serta masyarakat (Syafiudin,
1999).

Syafrudin lebih lanjut mengemukakan bahwa tanpa ada partisipasi
masyarakat, maka semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan
akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu
program untuk berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan keinginan dan tujuan
bersama yang tercermin dalam program. Hal yang perlu diperhatikan untuk
membisaakan masyarakat bertingkah laku sesuai program antara lain, bagaimana
merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar
dan merata. Menyangkut faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya setempat,
serta mengetahui kebisaaan dalam pengelolaan persampahan selama ini.

Salah satu faktor yang perlu diketahui guna penanganan persampahan
khususnya tumpukan dan timbunan sampah rumah adalah peningkatan petugas
kebersihan dalam pengumpulan sampah dan perilaku petugas pengumpulan
sampah atau dalam kegiatan pengumpulan, pembuangan sampah. Selain itu,
perlu diketahui pula faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan petugas

sampah tersebut. Dengan diketahuinya perilaku atau kebisaaan masyarakat dan




perilaku pengumpulan sampah dalam pengumpulan sampah di lingkungan
permukiman perkotaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, diharapkan
dapat dipergunakan sebagai bahan atau acuan untuk perbaikan sistem
pengelolaan persampahan yang sesuai dengan kondisi di lingkungan tersebut.
Setiap orang diharapkan berperilaku sama dengan orang lain pada umumnya,
maka seyogyanya peraturan atau ketentuan tidak boleh bertentangan dengan
karakteristik masyarakat yang diatur (Sugianto, 1994).

Dengan memperhatikan beberapa fenomena yang dijelaskan diatas, maka
menarik kiranya untuk dilakukan penelitian tentang peningkatan sumber daya

manusia dalam pengelolaan persampahan rumah tangga di kota Tanjungpinang.

1.2. Perumusan Masalah

Pertambahan penduduk perkotaan yang cepat diikuti dengan kemajuan
teknologi membawa dampak terhadap peningkatan sampah yang dihasiikan, baik
dari segi kuantitas maupun kualitas akibat dari aktivitas manusia di kota tersebut.
Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan
sarana serta prasarana persampahan mengakibatkan permasalahan persampahan
menjadi cukup rumit dan komplek. Permasalahan sampah menyangkut banyak
elemen, memerlukan teknologi dan membutuhkan dana yang cukup besar serta
memerlukan kemauan yang kuat untuk melaksanakannya.

Dalam penanganan sampah, pemerintah kota mengalami banyak faktor
yang perlu mendapat perhatiap, hal ini terlihat dari ketersediaaan sarana dan

prasarana yang sangat minim serta kelembagaan yang belum mampu
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operasional. Kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan saat ini masih
berpedoman pada tata cara yang selama ini dilakukan misalnya, para petugas
menyapu jalan, pewadahan sampah sementar pengumpulan TPS (Tempat
Pembuangan Sementara), kemudaﬁan pengéngkutan serta pembuangan akhir,
dan hampir setiap kota untuk TPA. Tata cara kerja memiliki kesamaan yaitu
sebahagian besar masih memakai metode oper dumping. Padahal metode ini
sudah tidak mendapat dukungan, kareng; dapat mencemari lingkungan dan
mengganggu estetika. Cos? untuk metode lain terlalu tinggi sehingga wilayah
dengan penduduk padat dan tingkat ekonomi rendah sering tidak tersentuh
pelayanan persampahan. Masih adanya kebiasaan masyarakat perkotaan yang
membuang sampah tidak pada tempatnya. Permasalahan diatas menyebabkan
banyak terjadinya tumpukan dan penimbunan sampah.

Guna penanganan tumpukan dan penimbunan sampah tersebut perlu
diketahui terlebih dahulu penyebab terjadinya timbunan sampah. Penyebab
terjadinya timbunan sampah bisa dilihat dari dua hal, yaitu dari masyarakat dan
dari pemerintah. Penyebab dari pemerintah selalu bersifat kiasik, yaitu
keterbatasan dana, sarana dan prasarana serta keterbatasan sumber daya manusia.
Untuk mengetahui penyebab dari sisi masyarakat, perlu diketahui terlebih dahulu
cara atau kebisaaan masyarakat (termasuk para petugas sampah) saat ini dalam
pengumpulan sampah serta faktor-faktor yang mempengaruhi cara atau
kebisaaan masyarakat (termasuk pengumpul sampah).

Untuk menangani masalah persampahan secara menyeluruh, maka

diperlukan adanya suatu landasan yang kuat terutama menyangkut masyarakat




sebagai penghasil sampah dan semua pihak yang terlibat dalam masalah
persampahan termasuk Pemerintah Kota Tanjungpinang. Mengetahui kondisi
dan kebisaaan masyarakat dan para pengumpul sampah (penarik gerobk sampah)
saat ini dalam pengumpulan sampah, menyamakan persepsi tentang sampah
merupakan salah satu dasar untuk menyusun program pengelolaan persampahan
lebih lanjut.

Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan
seperti bagaimana petugas kebersihan dalam melakukan kegiatan pengumpulan
sampah, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cara kerja para petugas
kebersihan dalam pengumpulan sampah.

“Sebagai jawaban awal terhadap pertanyaan tersebut antara lain adalah,
perlunya untuk memahami tentang peningkatan sistem kerja dari para petugas
kebersihan dalam pengumpulan sampah dan faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhinya. Dengan diketahuinya cara masyarakat dan para petugas
kebersihan dalam pengumpulan sampah, maka dapat diketahui pula penyebab
terjadinya tumpukan dan timbunan sampah liar.

Dengan diketahuinya faktor penyebab terjadinya tumpukan dan timbunan
sampah liar tersebut, maka dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mengatasi
masalah timbunan sampah liar'yang banyak terdapat di Kota Tanjungpinang.

Melihat kondisi diatas, maka rurmisan masalah; pengelolaan sampah
rumah tangga / domestik di Kota Tanjungpinang oleh sumber daya manusia yang

terlibat belum ada peningkatan, sehingga mengakibatkan;
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Permukiman masih kotor, dan tumpukan sampah masih terlihat dilingkungan
permukiman kota.

Masih belum terangkatnya sampah domestik yang ada di permukiman ke
TPS maupun TPA. ‘.

Adapun pokok permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini

adalah;

1.

Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap masalah persampahan di Kota
Tanjungpinang ?

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para petugas kebersihan dalam
kegiatan pengumpulan sampah ?

Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan

pengelolaan sampah rumah tangga di kota Tanjungpinang ?

1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Mengkaji peningkatan petugas sampah dalam pengelolaan sampah rumah

tangga di kota Tanjungpinang

1.3.2. Sasaran Penelitian

L.

Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya timbunan sampah di
Kota Tanjungpinang.
Mengetahui karakteristik pengumpul sampah di kota Tanjungpinang

Mengetahui sejauh mana persepsi stakeholder dalam pengelolaan sampah




B

4. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pengolahan

sampah oleh petugas kebersihan kota Tanjungpinang

1.3.3. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Diketahuinya faktor-faktor yang menjadi penyebab penimbunan sampah di
Kota Tanjuﬁgpinang.

2. Diketahuinya faktor-faktor yang mempengarubi perilaku para petugas
pengumpul sampah dalam pengumpulan sampah rumah tangga.

3. Berguna sebagai bahan atau acuan untuk mengatasi masalah timbunan
sampah liar yang saat ini timbul di perkotaan.

4. Sebagai acuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kota

Tanjungpinang.

1.4. Lingkup Penelitian
1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup penelitian secara keruangan di wilayah perkotaan, yaitu suatu
daerah yang secara fisik sudah menunjukkan ciri-ciri suatu daerah perkotaan.
Wilayah perkotaan yang akan'digunakan sebagai lokasi penelitian adalah Kota
Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang merupakan suatu wilayah perkotaan di
Propinsi Kepulauan Riau yang berkembang cukup pesat. Luas wilayah Kota
Tanjungpinang adalah 239,5 Km2 (sesuai UU No. 5 Tahun 2001 tentang Kota

Otonomi), secara administrasi terdiri dard 4 Kecamatan yaitu: Kecamatan
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Tanjungpinang Kota, Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang
Timur dan Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Dari empat Kecamatan tersebut, wilayah yang merupakan kawasan
tumbuh cepat dan padat terdapat-‘ di lima Kelurahan Permasalahan sarﬂpah
terlihat dengan banyak tumpukan dan timbunan sampah liar yang ada di kota
Tanjungpinang terutama pada lima kelurahan yang diantaranya adalah;
Kelurahan Tanjungpinang Kota dan Kelurahan Kemboja di wilayah Kecamatan
Tanjungpinang Kota. Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjung
Unggat dan Kelurahan Sungai Jang yang berada di wilayah Kecamatan
Tanjungpinang Barat.

Dengan jumlah penduduk yang sangat padat, sudah tentu berhadapan
dengan permasalahan yang cukup komplek, baik dari segi sosial, ekonomi,
budaya dan lingkungan. Masalah persampahan merupakan salah satu kasus
lingkungan yang dihadapi olch Kota Tanjungpinang,

Secara substansial, lingkup penelitian ini ditekankan pada persepsi
masyarakat perkotaan mengenai sampah dan perilaku atau kebisaaan masyarakat
perkotaan dalam pengumpulan sampah serta faktor-faktor yang mempengaruhi
persepsi dan perilaku masyarakat tersebut. Berdasarkan pada permasalahan
tersebut diatas maka Kota Tanjungpinang dipilih sebagai lokasi penelitian.
Mengenai lokasi penelitian dapat dilibat pada gambar peta wilayah Kota

Tanjungpinang.
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Petugas kebersihan sampah merupakan salah satu faktor yang memegang
peranan penting dalam pengelolaan sampgh. Keberhasilan pengelolaan sampah
secara keseluruhan sangat diteﬂﬁkan oieh keberhasilan dalam kegiatan
pengumpulan sampah. Kegiatan para petugas kebersthan merupakan kegiatan
yang paling sulit pelaksanaannya, karena berhubungan langsung dengan
masyarakat sel;agai penghasil sampah, séperti: sampah yang dihasilkan dari
limbah rumah tangga, kegiatan usaha/perdagangan, perkantoran, sekolah, dan
lain-lain.

Pokok materi yang akan dibahas dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:
o Persepsi masyarakat tentang sampah  dan perilaku masyarakat dalam

pengumpulan sampah

e Faktor-fakor yang mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada prinsipnya pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai suatu
perilaku atau pengaturan terhadap timbunan sampah, mulai dari penyimpanan
setempat sampai pada pembuangan akhir sampah. Pengaturan ini didasarkan
pada prinsip memperkecil " atau menghilangkan masalah-masalah yang
ditimbulkan yaitu adanya sampah terutama térhadap timbunan sampah liar.

Tumpukan dan timbunan sampah liar disebabkan oleh dua sisi yaitu;
masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pemerintah yang mengadakan

pelayanan. Keterbatasan dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana
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pemerintah daerah menyebabkan pelayanan tidak dapat menjangkau semua
lapisan masyarakat, schingga ada masyarakat yang membuang sampahnya secara
sembarangan atau pada tempat timbunan liar.

~ Atas dasar masalah dan penﬁebab tefsebut, maka research question yang
diajukan dalam penelitian ini adalah fakor-faktor yang berperan dalam rangka

meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah rumah tangga di

kota Tanjungpinang.




Latar Belakang
Perkembangan perkotaan berdampak pada peningkatan sampah yang
dihasilkan akibat aktivitas manusia, baik kualitas maupun kuantitas.
Adanya timbunan sampah yang tidak pada tempainya menandakan
bahwa Pengelolaan sampah saat ini belum berjalan dengan baik.
Rumah tangga / domestik merupakan penghasil sampah terbanyak
Karakteristik masyarakat dan para pengumpul sampah dalam
pengumpulan sampah merupakan salah satu faktor yang perlu
diketahui dalam penaneaneanan masalah samoah.

y

Rumusan Masalah
Adanya timbunan sampah yang tidak pada
Kurangnya kemauan pemerintah dan dalam memahami persampahan

h X
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Manfaat Penelitian

- Mengetahui karakteristik masyarakat dan para Mengkaji  peningkatan  pemgas
Petugas kebersihan dalam pengumpnlfm sampah pengumpul sampah dalam
:dan fﬂk&:—@gg yang mﬁma&nfnﬁmb pengelolaan sampah rumah tangga

+ Mengetahui faktor penyebab terjadinya timbunan . . :

Sampah liar . di kota Tanjungpinang

= Untuk perbaikan system pengelolaan sampah di

Tujuan Penelitian

h

Researh Question

Daya manusiz dalam pengelolaan sampah rumah tangga di
kota Tanjungpinang

Faktor-fakor yang berperan dalam rangka peningkatan sumber

Landasan Teori
1. Masyarakat Perkotaan
2. Persepsi dan perilaku masyarakat
3. Pengelolaan persampahan

Metodologi Penelitian
1. Metode deskriptif analitik
2. Distribusi dan Frekuensi

Pembahasan dan Analisis
Karakteristik pengumpul sampah
dalam pengumpulan sampah serta
faktor yang mempengaruhinya
peningkatan petugas sampah
L 2
Kesimpulan |
1. Faktor penyebab timbunan sampah liar | Rekomendasi
2. Karakteristik masyarakat dan pengumpul ! Sistern pengumpulan
sampah sampah )
3. Faktor-faktor yang mempengarubi kinetja 2. Penan%a‘nan timbunan

GAMBAR 1.1
KERANGKA PEMIKIRAN

e A e e =
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1.6 Metode Penelitian

Penelitian mengenai  peningkatan sumberdaya manusia dalam
pengelolaan sampah rumah tangga akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif.
Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau lukisan
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diselidiki (Natsir, 1988). Fokus penelitian ini
diarahkan untuk mengetahui gambaran mengenai persepsi dan perilaku
masyarakat perkotaan pada saat ini dalam pengumpulan sampah serta faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut. Perilaku yang akan
diteliti dikhususkan pada perilaku yang dapat Hibentuk, perilaku yang diperoleh,
perilaku yang dipelajari melalui proses belajar. Perilaku psikologis inilah yang

mendominasi sebagian besar perilaku manusia.

1.6.1 Metode Pendekatan Penelitian

Kajian ini akan menggunakan pendekatan studi kualitatif dan kuantitatif,
dengan penekanan pada studi kualitatif sesuai dengan tujuan dan sasaran
penelitian yang akan dicapai. Pendekatan kualitatif dilakukan juga karena
permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang tidak terungkap melalui
data-data statistik sehingga diperlukan suatu pendekatan tertentu untuk
memahaminya. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif
merupakan cara untuk memahami perilaku sosial yang merupakan serangkaian
kegiatan atau upaya untuk menjaring informai secara mendalam dari berbagai

fenomena atau permasalahan yang ada di dalam suatu obyek yang ditelit1,
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dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis
maupun empiris. Sedangkan metode pendekatan kuantitatif yang dilakukan
merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memformulasikan data-data
kualitatif yang diperoleh dari lapangén.

Menurut Bogdan dan Taylor, 1973 dalam monolog, 2002:3, metode
kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data
kualitatif berupé kata-kata tertulis atau lis'f}m dari para responden maupun dari
hasil pengamatan di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif ini diartikan juga
sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan
atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta
yang tampak atau sebagaimana yang dilihat (Sugiyono, 2000). Pendekatan
kualitatif ini memungkinkan seorang peneliti mendapatkan data primer dari
sumbernya sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan
yang bersifat analitis, konseptual dan kategoris dari data itu sendiri.

Miles (1992: 1) mengatakan bahwa data kualitatif merupakan suatu
sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan
tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup sektoral. Penemuan-penemuan
dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif mempunyai
mutu yang tidak dapat disangkal. Kalimatnya bersifat khusus bilamana disusun
kedalam bentuk cerita atau peristiwa mempunyai kesan yang lebih nyata, hidup
dan penuh makna, sehingga dapat jauh lebih meyakinkan para pembacanya dari

pada halaman-halaman yang penuh dengan angka-angka (Miles, 1992: 2).
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Selain itu pendekatan yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini
adalah metode pendekatan survey, yaitu suatu penelitian yang pada umumnya
digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan banyak. Van Dalen dalam
Arikunto (2002: 93) mengatakan .bahwa f)endekatan survey ini merupakan
bagian dari metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari
kedudukan (status) fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan
cara membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan.

Menurut Whitney dalam Nazir (1988: 63), berpendapat bahwa penelitian
deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretai yang tepat. Penelitian
deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang
berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang
hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-
proses yang sedang berlangsung dan berbagai pengaruh dari suatu permasalahan.
Dengan menggunkan metode penelitian deskriptif peneliti bisa saja
membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga terbentuk sebuah studi
yang komparatif.

Terdapat dua jenis penelitian dalam evaluasi, yaitu evaluasi formatif
adalah menekankan pada proses dan evaluasi sumatif yang menekankan pada
produk (Kiddper, 1981). )Ew}aluasi formatif bertujuan untuk mendapakan
feedback_ (umpan balik) dari suatu aktifitas dalam proses, sehingga dapat
dipergunakan untuk meningkatkan keefektifan program atau produk. Evaluasi
sumatif menekankan pada keefektifan pencapaian program berupa produk

tertentu .
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1.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian
Keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian akan dibagi menjadi tiga
tahap sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan, kegiatan yang akan dilakukan meliputi :
o Menyusun proposal penelitian,
e Melakukan kajian pustaka, untuk mendapatkan landasan teori serta
menentukan variabel-variabel yang akan dikaji atau diteliti.
¢ Menyiapkan kelengkapan administrasi (ijin penelitian, permohonan data,
dil).
2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang akan dilakukan meliputi :
e Mencari data primer, data sekunder dan data penunjang.
¢ Mengolah dan menganalisa data.
e Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi
3. Tahap Penyelesaian / Pelaporan
Pada tahap penyelesaian / pelaporan, kegiatan yang dilakukan meliputi :
¢ Menyusun konsep (draft) laporan hasil penelitian,
e Menyusun laporan akhir hasil penelitian
e Menyusun ringkasan (summary) hasil penelitian
4, Variabel Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian, serta memperhatikan kajian teori

terutama pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi dan perilaku
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masyarakat serta perilaku pengumpul sampah dalam pengumpulan sampah,
maka variabel penelitian meliputi :
1. Variabel terpengaruh (Dependent Variabel)

Variabel terpengaruh meliputi :

e Peningkatan pengumpulan sampah oleh petugas baik secara komunal

maupun individu

2. Variabel Péngaruh (Independent Variabel)

Variabel Pengaruh meliputi :

o Tingkat pendidikan

o Tingkat pendapatan para pengumpul sampah

e Peraturan mengenai sampah yang ada di masyarakat
e Sarana dan prasarana persampahan yang ada

o Persepsi terhadap sampah

o Jarak dengan TPS

o Sarana jalan yang ada

o Kebijakan pemerintah setempat

1.6.3 Kebutuhan Data

Data merupakan sesu;uu yang sangat penting dalam penelitian, karena
berfungsi sebagai bahan untuk analisis. Data merupakan gambaran tentang suatu
keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu yang

merupakan alat Bantu dalam pengambilan keputusan.
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Lok351 Penelitian

- LuasWﬂayah

dalam penelitian ini.

TABEL 1.1

KEBUTUHAN DATA PENELITIAN

- Kondisi fisik

- Area terbangun

- Kepadatan
bangunan

- Sarana & prasarana
persampahan

4 st M PR 3 -_'°
Kelurahanl Kecamatan

Cipta Karya Bappeko
Dinas Kebesihan dan
Pertamanan

1
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Sesuai dengan variabel penelitian yang telah ditentukan, maka kebutuhan
data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan
informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder

adalah informasi yang telah dikurﬁpulkan oleh pihak lain untuk dimanfaatkan

Mcngetahm

gambaran fisik
lokasi

Kondisi Sosial,
ekonomi dan budaya
masyarakat dan

pengumpul sampah

-  Tingkat
Pendidikan

- Pendapatan

- Peraturan yang
ada di masyarakat

- Sarapa &
prasarana
persampahan yang
ada

- Jumlah penduduk

- Kepadatan
penduduk

- Mata pencaharian

Desa / Kecamatan
Kuesioner Wawancara,

Tokoh Masyarakat
Dinas Kebersihan

Mengetahui
kondisi sosial,
ckonomi dan
budaya
masyarakat dan
pengumpul
sampah

Pengelolaan

Persampahan

- persepsi tentang
sampah

- pola
pengumpulan
sampah

- jarak pelayanan
dengan TPS

- peraturan tentang
sampah di
masyarakat

- saama &
prasarana
persampahan

- kemauan
Pemerintah Kota

Kuesioner : Tokoh
Masyarakat, Petugas
Kebersihan Pegawai
Dipas Keberihan

Mengetahui
sistem
pengelolaan
sampah di
masyarakat

Kebijakan
Pemerintah Kota

- Peningkatan
pengelolaan sampah
-  Kemauan

Kuesioner: Dinas
Kebersihan

Mengetabui
Kebijakan
Pemerintah Kota
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Pemerintah Kota
- Kebijakan

persampahan

- Sistem
pengelolaan sampah
kota

Sumber : Hasil Analisis 2004

1.6.4 Pengumpulan Data
Pengumipulan data, baik data primer, data sekunder dan data penunjang
lainnya akan dilakukan dengan cara sebag#i berikut :

l.A Penelusuran kepustakaan dan dokumen-dokumen resmi, yaitu data sekunder
dan data penunjang yang dibutuhkan dﬂam penelitian tidak jarang sudah
tersedia di berbagai kepustakaan (artikel, makalah, hasil penelitian, dlf) serta
dokumen-dokumen resmi pada instansi (Perda, Laporan Kegiatan/Proyek,
Data Statistik, dil).

2. Penyebaran kuesioner, dilakukan untuk mendapatkan data primer dari
masyarakat secara umum yang ada di wilayah penelitian.

3. Observasi lapangan, dilakukan untuk mendapatkan data tentang kondisi fisik

lokasi atau obyek penelitian.

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data
Dalam menentukan teknik pengolahan dan penyajian data, akan sangat
tergantung pada teknik yang akan dipergunakan dalam penelitian. Sedangkan

teknik yang dipergunakan untuk pengujian tergantung pada interaksi yang
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mencakup dua hal yaitu; macam data yang akan dianalisis dan bentuk
hipotesisnya (Sugiono, 2000: 16).

Data primer diperoleh melalui survei lapangan dan penyebaran
kuesioner, yang hasilnya akan diolah dan disajikan dalam tabulasi berdasarkan
pengelompokan. Sedangkan data sekunder yang diperoleh akan disajikan dalam

bentuk tabel, grafik atau gambar berdasarkan pengelompokan.

1.6.6 Teknik Sampling

Mengingat terbatasnya waktu, biaya dan besarnya populasi yang akan di
survei, maka untuk mempermudah pelaksanaan penelitian digunakan cara
sampling. Metode pengambilan samplingr atau teknik sampling yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah Cluser Sampling (Area sampling). Teknik
sampling daerah ini melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel
daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah ttu
secara sampling juga. Daerah yang akan digunakan sampel adalah wilayah Desa
/ Kelurahan yang ada timbunan sampah liarnya (Lima Kelurahan). Sedangkan
penentuan orang-orang yang akan digunakan adalah sampel pada masing-masing
kelurahan dengan Proporsional Sratified Random Sampling. Metode taknik
sampling ini digunakan untuk menentukan jumiah sampel bila populasi berstrata

(Sugiono, 2000: 57-59).

1.6.7 Teknik Analisis Data

Data dari hasil kuestioner yang disebarkan kepada responden bisaanya
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berbentuk data kuatitatif, sedangkan data yang didapat dari hasil wawancara
pada umumnya berupa data kualitatif. Untuk proses analisa, data disusun dan
dikelompokkan dalam table sesuai dengan jenis dan kebutuhan. Untuk
mengetahui keterkaitan antara variébel maka akan digunakan meode distribusi

frekuensi yang berkaiatan dengan analisis deskriptif

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan, yang berisi; Latar belakang, Perumusan masalah,
Tujuan dan sasaran penelitian, Ruang lingkup penelitian, Kerangka pemikiran,
Metode penelitian, Sistematika penulisan.

Bab I Tinjauan Umum Tentang Struktur Sosial Masyarakat dan Dinas
Kebersihan Kota Tanjungpinang yang berisi, Gambaran Umum Kota
Tanjungpinang, Administrasi perkantoran, Tugas dan Peranan Dinas Kebersihan.

Bab II. Peningkatanlisasi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan
Sampah di Kota Tanjungpinang, yang berisi; Perencanaan dalam pengelolaan
sampah, Masalah persampahan di Kota Tanjungpinang, Sistem pengelolaan
sampah.

Bab IV. Analisis Terhadap Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam
Pengelolaan Sampah Di Tapjungpinang yang berisi; Analisis mengenai
terjadinya penimbunan sampah di Kota Tanjungpinang, Analisa terhadap faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku para petugas kebersihan Kota
Tanjungpinang Dalam Pengumpulan Sampah, Analisis terhadap peningkatan

sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah
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Bab V. Kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian.
Kesimpulan berisikan beberapa penyebab tidak meningkatnya petugas
pengumpul sampah rumah tangga, terbatasnya pemahaman tentang sampah,
pengawasan yang belum ditingkatkan, waktu kerja yang terbatas dan

keterbatasan sarana dan prasarana

B B




BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG STRUKTUR SOSIAL
MASYARAKAT DAN MASALAH PENGELOLAAN SAMPAH
KOTA

2.1 Ciri-ciri Struktur Sosial Masyarakat P.erkotaan

Kota merupakan sebuah ekosistem sosial ekonomi dan manusia yang
dinamis dan kompleks, sebuah tempat pe;rtemuan, tantangan, keramahtamahan,
konfrontasi, dan emosi. Menurut Aristoteles; kota adalah “politik yang dibangun’”
disana terdapat interaksi yang kuat antara bentuk dan nilai-nilai politiknya yang
mendominasi penyelenggaraannya. Sedangkan Jacobs, menggambarkan bahwa
kota sebagai sebuah permukiman yang secara konsisten menghasilkan
pertumbuhan ekonomi dari ekonomi daerahnya sendiri, dan Mumford
mendefinisikan kota sebagai bentuk dan symbol dari hubungan social yang
terpadu.

Untuk mendapatkan keterpaduan itu, sesungguhnya Kkonsep yang
menyentuh itu adalah konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana
Budihardjo dan Suyanto, 99 mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan
adalah suatu interaksi antara tiga sistem: sistem biologis dan sumber daya, sistem
ekonomi dan sistem sosial. S:ecara implisit juga mengandung arti bahwa untuk
memaksimalkan keuntungan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumber
daya alam

Konsep pembangunan berkelanjutan yang menggantikan konsep

pembangunan holistik, integral, dan asli. Mengandung prinsip menghubungkan
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kota-kota. Dalam perkembangannya konsep ini lebih didefinisikan sebagai sebuah
proses dan bukan sebagai titik akhir, sebagai sebuah perjalanan dan bukan sebagai
arah tujuan. Menurut Komisi Eropa, lingkungan berkelanjutan tidak dapat
digambarkan tanpa adanya keadilan sosial dan ekonomi berkelanjutan.
Lingkungan berketanjutan telah didefinisikan sebagai “keadilan terus-menerus
hingga ke masa depan”. Piagam kota-kota Eropa berkelanjutan menggambarkan
berkelanjutan sebagai sebuah proses kreatif yang mencari keseimbangan yang luas
hingga ke seluruh bidang pembuatan kepﬁtusan daerah. Lingkungan yang sehat,
keadaan sosial yang terpadu, dan efisiensi ekonomi, evolusi yang harmonis, yang
didasarkan pada kewargaan yang aktif, merupgkan pilar kesinambungan perkotaan
(Vaula Mega, 2003: 58).

Keberhasilan masyarakat berwawasan lingkungan memunculkan harapan
regenerasi dan pembangunan kembali perkotaan. Kota tidak semata-mata hanya
merupakan lingkungan yang lebih baik, tetapi juga harus dibentuk kembali
sebagai sivitas, tempat peradaban. Ungkapan seperti “kofamartir” atau bahkan
“pemusnahan perkotaan” merupakan sesuatu yang signifikan, tetapi setidaknya
kota memiliki kemampuan untuk memperbaharui dirinya sendiri. Pembangunan
kembali perkotaan dibutuhkan untuk mengembalikan keselarasan bagi kota-kota
yang sering menderita akibat adanya pembagian yang tegas antara inti sejarah dan
rumah-rumah yang tidak tertata, pekexjaaﬁ yang terpencar, daerah satelit yang
bergantung pada banyaknya kendaraan bermotor. Pembangunan tidak dapat pula
dipahami tanpa memikirkan kembali kota, bentuknya, dan fungsinya secara

menyeluruh.
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Sudut pandang dalam mengidentifikasi jenis-jenis strategi yang sekarang
mungkin berhasil menyampaikan masalah utama lingkungan di kota-kota di
negara-negara berkembang di seputar wilayah Asia Pasifik, adalah menyalurkan
dukungan yang lebih besar secara langsung kepada warga negara dan kelompok
aksi masyarakat. Pendekatan ini tidak haﬁYa segera memberikan keuntungan
secara lebih murah dan efektif bagi masyarakat perkotaan yang berpenghasilan
rendah dibandingkan dengan langhkah—latjgkah yang dibuat oleh Negara, tetapi
juga memperkuat masyarakat dengan cara mengembangkan kemitraan antara
organisasi yang berbasiskan masyarakat, LSM, dan pemerintahan kota praja.
Gerakan untuk reorientasi pembangunan di seputar kelompok warga masyarakat
ini muncul segera sesudah sejumlah proyek berhasil diperkenalkan dan dikelola
oleh LSM. Kelompok-kelompok inilah yang bekerja sama dengan warga Negara
yang berpenghasilan rendah dan organisasi-organisasi masyarakat untuk
meningkatkan kesehatan lingkungan, selain membangun infrastruktur serta
pelayanan perkotaan yang diperlukan.

Bagaimanapun, mengidentifikasikan kebutuhan tersebut untuk pendekatan
yang lebih bersifat partisipasi muncul jauh lebih sederhana dibandingkan dengan
reorientasi agenda pembangunan pemerintah nasional atau mengubah perilaku
kaum professional, seperti’ misalnya; insinyur, arsitek dan perencana
pembangunan yang berpihak bekerja sama dengan kelompok warga Negara di
kota-kota dunia ketiga. Hal ini, terutama sekali, merupakan kasus di banyak
Negara yang tetap menganut asas sentralistis dalam membuat kebijakan atas

penggunaan tanah dan isu pembangunan di kota-kota. Partisipasi warga Negara
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sangat minim bahkan ketika sebagian besar orang hidup dalam kondisi yang

sangat menyedihkan. Namun seandainya terjadi perbaikan dalam pemerintah

lokal, kota dan nasional, maka mereka bisa saja memiliki pengaruh yang sangat
besar dalam memperbaiki lingkuﬂgan di berbagai kota, khususnya di negara-
negara berkembang.

Masyarakat perkotaan mempunyai ciri-ciri struktur sosial yang antara lain

(Daldjoeni, 1997) sebagai berikut :

1. Heterogenitas sosial penduduk kota yang terdiri dari bermacam-macam suku
atau ras, tingkat sosial dan budaya.

2. Hubungan sekunder, yaitu pengenalan dengan orang lain serba terbatas dalam
bidang kehidupan tertentu saja.

3. Pengawasan sekunder, yaitu orang yang hidup di kota sering tidak
memperdulikan perilaku pribadi sesamanya, kontrol sosialnya bersifat pribadi,
asal tidak merugikan bagi umum, maka tindakan tersebut dapat ditoleransikan.

4. Toleransi sosial, orang kota secara fisik berdekatan tetapi secara sosial
berjauhan. Sehingga toleransi antar anggota masyarakat kurang.

5 Mobilitas sosial, dimana orang menginginkan kenaikan jenjang
kemasyarakatannya (status sosial). Kehidupan di kota segalanya
diprofesionalkan, dan melalui profesinya itu orang dapat menaikkan posisinya.

6. Ikatan sukarela, yaitu secara sukarela orang dapat menggabungkan diri
kedalam perkumpulan yang disukainya.

7. Individualisasi, yaitu orang dapat memutuskan segala sesuatu secara pribadi,

merencanakan karier tanpa desakan dari orang lain.




30

8. Segregasi keruangan, yaitu kompetisi keruangan yang menyebabkan
terjadinya pola sosial berdasarkan persebaran tempat tinggal sekaligus

kegiatan sosial ekonomi.

2.1.1 Tiga Aspek Pembangunan Masyarakat

Cita-cita utama dari pembangunan berkelanjutan tidak lain dalam upaya
untuk mensinkronkan, mengintegrasikan da_in memberi bobot yang sama bagi tiga
aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya dan aspek
lingkungan. Gagasan dibalik itu adalah bahwa pembangunan ekonomi, sosial-
budaya dan lingkungan harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, dan
karena itu unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan
atau dipertentangkan satu dengan lainnya. Pada dasarnya yang mau dicapai
dengan pembangunan berkelanjutan adalah menggeser titik berat pembangunan
dari hanya pembangunan ekonomi, juga mencakup pembangunan sosial-budaya
dan lingkungan.

Dengan kata lain, yang ingin dicapai disini adalah sebuah integrasi
pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan kedalam arus utama
pembangunan nasional agar kedua aspek tersebut mendapat perhatian yang sama
bobotnya dengan aspek ekonomi. Pesan yang hendak disampaikan disini bahwa
pembangunan aspek sosial-budaya dan lingkﬁngan tidak boleh dikorbankan demi
dan atas nama pembangunan ekonomi.

Pola developmentalism yang mengutamakan pertumbuhan dan kemajuan

ekonomi harus ditinggalkan dan diganti dengan sebuah pendekatan pembangunan
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yang lebih holistic dan integrative dengan memberi perhatian yang serius kepada
pembagian sosial-budaya dan lingkungan. Hal ini terutama karena kemajuan
ekonomi yang dicapai selama ini telah membawa kerugian yang sangat mahal di
sisi sosial — budaya dan lingkungaﬁ. Kehancuran sosial - budaya dan lingkungan
telah menyebabkan negara dan masyarakat membayar mahal, tidak hanya dalam
hitungan nilai finansial tetapi juga dalam bentuk kehancuran kekayaan sosial-
budaya dan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan di banyak negara yang
sedang berkembang.

Dampak lanjutannya adalah: Pertama, terjadinya kemiskinan yang
semakin mendalam dibanyak negara berkembang, tidak saja karena kekayaan
sumber daya alamnya terkuras habis untuk membayar hutang luar negerinya,
melainkan karena kemerosotan sumber daya alam itu membuat mereka semakin
tidak mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Tingkat pendidikan
mereka pun tetap rendah, karena mereka tidak mampu membayar tingkat
pendidikan yang lebih baik bagi aﬁak—anaknya. Kedua, timbulnya berbagai
penyakit yang terkait langsung dengan mutu pencemaran lingkungan. Ketiga,
kehancuran sumber daya alam dan keaneka ragaman hayati membawa pengaruh
langsung bagi kehancuran budaya masyarakat disekitarnya yang sangat
bergantung hidupnya dari keberadaan sumber daya alam dan keanekaragaman
tersebut. Akibatnya juga terancam, sebagaimana terancamnya aksistensi mereka
oleh punahnya keanekaragaman hayati itu.

Konflik sosial-budaya yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini dapat dilihat

pula sebagai resiko yang harus dibayar oleh diabaikannya pembangunan sosial-
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budaya selama ini. Perasaan ketidakadilan, termarjinalisasi, dan terancam secara
budaya yang dialami oleh kelompok-kelompok budaya tertentu adalah merupakan
bagian dari proses nasional. Hal ini sebuah dampak negatif dari pembangunan
yang sangat mahal.

Dari segi lingkungan hidup, Indonesia manghadapi problem-problem
serius seperti pencemaran sungai, pencemaran udara, kebakaran hutan, pencurian
kayu, kerusakan terumbu karang, penimbunan sampah rumah tangga dan lain
se;bagainya. Kesemuanya ini merupakan dampak yang dibayar sangat mahal dari
terabaikannya aspek lingkungan dalam keseluruhan proses pembangunan. Hal ini
belum termasuk gangguan penyakit dan menurunnya kualitas kehidupan manusia
akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Kerugian yang disebabkan oleh diabaikannya pembangunan aspek-aspek
sosial-budaya dan aspek lingkungan ini, seandainya dapat dikalkulasikan secara
teliti, barangkali akan membuat bangsa Indonesia akan terkejut. Jika itu diukur,
maka akan dapat dilihat bahwa apa yang selama ini disebut sebagai pertumbuhan
ekonomi positif dengan 7 persen, misalnya; sesungguhnya adalah pertumbuhan
yang negative. Sedangkan biaya untuk kerugian sosial-budaya dan lingkungan

ternyata sangat mahal. Berarti, pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut

 ternyata semu dan berarti sia-sia bangsa Indonesia membangun kalau pada

akhirnya yang dituai adalah kerusakan sosiﬁl-budaya dan kerusakan lingkungan,
selain perbaikan kesejahteraan ckonomi-material pada kelompok tertentu

masyarakat Indonesia .
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Selain kekeliruan yang terdapat dalam masalah pemberian prioritas
terhadap pertumbuhan ekonomi, salah satu kekeliruan lainnya adalah berasal dari
pola pembangunan yang telah dijalankan selama ini, yaitu mengenai persepsi yang
keliru tentang keyakinan alam. Pe;fhatian utama pembangunan ekonomi hanya
tertuju pada perbaikan standar kehidupan, khususnya standar material. Hal yang
menjadi pusat perhatian dari seluruh proses pembangunan tercapainya
kesejahteraan material. Tujuan ini seakan-akan hanya inilah yang dikejar dalam
dan yang utama bagi kehidupan masyarakat. Aspek-aspek lain dari kesejahteraan
manusia, seperti kemajuan budaya, spiritual, dan estetik manusia, tidak mendapat
perhatian sama sekali. Dengan kata lain, yang dituju oleh Deep Ecology,
melainkan perbaikan standar kehidupan material. Hal yang dikejar adalah uang,
materi dan kemewahan, serta jalan untuk itu adalah dengan menguras habis
kekayaan alam yang ada, yang direduksi semata-mata bernilai ekonomis saja.

Pola pembangunan yang demikian, justru semakin memacu materialisme
dan menyuburkan pola produksi dan konsumsi eksesif dengan akibat alam
menjadi obyek eksploitasi yang eksesif pula. Pola produksi dan konsumsi ini,
ternyata menjadi semakin terpenuhi akan menjadi semakin tak terpuaskan. Hal ini
berarti, semakin banyak kekayaan alam yang di eksploitasi, akan semakin rakus
dan tamak pula perilaku manusia, sehingga semakin rusak pula lingkungan hidup
disekitarnya. Pola produksi dan konsumsi yang bersifat eksesif dari negara-negara
industri maju yang kemudian ditiru begitu saja oleh negara-negara yang sedang
berkembang dan dianggap sebagai jalan yang harus ditempuh oleh negara—negara

yang sedang berkembang. Bersamaan dengan itu, kemajuan dipahami sebagai
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ekonomi dan material. Keterbelakangan suatu negara dipahami dalam kerangka
keterbelakangan ekonomi dan material tersebut. Sehingga tidak mengherankan
jika negara-negara sedang berkembang pun tidak punya pilihan lain daripada
beramai-ramai mengejar ketertinggalannya' dari negara-negara maju dengan
memacu pertumbuhan ekonominya, yang tidak lain berarti memaksimalkan
kegiatan eksploitasi sumber daya alamnya.

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi
semua negara sedang berkembang adalah kemiskinan dari sebagian besar
rakyatnya. Untuk mengatasi masalah besar ini, memang pembangunan ekonomi
merupakan sebuah keharusan. Kesalahan dj sini adalah, kemiskinan selalu
dipahami sebagai kemiskinan dari segi material-ekonomis. Padahal kemiskinan itu
sendiri mempunyai dimensi yang lebih luas dan karena itu pola penanganannya
pun tidak boleh direduksi hanya sebatas menyangkut aspek material-ekonomis.
Dimensi sosial-budaya, spiritual, dan kualitas lingkungan harus pula mendapat
perhatian. Demikian pula masalah kemiskinan tidak boleh direduksi hanya
sebagai dapat diatasi dengan mengeksploitasi sumber daya alam. Terdapat banyak
variable dan faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan sebuah negara dalam
mengatasi kemiskinan. Kemampuan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa
dengan nilai tambah yang tinggi merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya.
Dengan kata lain, bukan hanya sumber daya alam yang harus ditingkatkan.
Kemampuan manusia pun harus dikembangkan di ditingkatkan agar tekanan

kepada sumber daya alam dalam mengatasi kemiskinan dapat diperkecil.
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Aspek pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup perlu sekali
mendapat perhaitan karena pembangunan selalu akan mempunyai dampak
terhadap kehidupan sosial-budaya suatu masyarakat serta lingkungan hidup.
Dampak itu tidak hanya berupa termarjinalisasinya suatu kelompok sosial-budaya
melainkan juga bahkan terancam punahnya kelompok masyarakat tersebut.
Demikian pula halnya dengan lingkungan, bahkan kerusakan lingkungan secara
fisik, seperti karena timbunan sampah yang menggunung, akan dapat berakibat
rusaknya atau hilangya suatu keindahan alam di suatu tempat, bahkan iebih dari
itu menyebabkan hilang dan punahnya unsur eksistensi kehidupan kelompok
budaya yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketiga aspek pembangunan ini harus
mendapat perhatian secara serius.

Integrasi ketiga aspek pokok tersebut tidak berarti bahwa bangsa Indoneéia
tidak menganggap penting pembangunan ekonomi. Justra sebaliknya, dengan
integrasi ketiga aspek tersebut, kemajuan dan prestasi ekonomi yang dicapai justru
akan lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala
dimensinya dan sekaligus bisa lebih berkelanjutan. Dengan integrasi tersebut,
maka pembangunan ekonomi pun diletakkan dalam kerangka lingkungan hidup
dan sosial-budayanya.

Selain integrasi ketiga aspek tersebut, pembangunan berkelanjutan juga
dipahami sebagai pembangunan yang tidak mengurangi kemampuan produktif
dari ekonomi nasional pada masa yang akan datang. Dengan kata lain,
pembangunan berkelanjutan adalah suatu pola dan strategi pembangunan nasional

yang menjamin kemampuan ekonomi di masa depan tidak berkurang sama sekali.
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Jadi, generasi yang akan datang masih mempunyai peluang dan kemampuan
ekonomi yang sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan ckonomi dan sosial
budaya yang sama seperti generasi sekarang. Untuk itu, kemampuan yang ada
baik dalam hal sumber daya alam‘,- sumber daya manusia, modal dan teknologi
tidak akan berkurang untuk generasi yang akan datang. Seandainya berkurang,

maka kemampuan itu dapat dikompensasikan dalam bentuk tertentu.

2.1.2 Tiga Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan. Ketiga prinsip
tersebut menjamin agar ketiga aspek pembangunan diatas dapat dipenuhi, dan
dalam arti bahwa ketiganya hanya mungkin dapat dicapai jika ketiga prinsip dasar
ini dioperasionalkan sebagai sebuah politik pembangunan,

Prinsip yang pertama adalah demokrasi. Prinsip ini menjamin agar
dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi
kepentingan bersama seluruh rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan
dilaksanakan berdasarkan kehendak pemerintah atau partai politik demi
kepentingan rezim atau partai yang sedang berkuasa. Sebuah prinsip moral yang
paling mendasar, khususnya untuk menjamin bahwa apa yang diidealkan sebagai
paradigma pembangunan berkelanjutan mempunyai peluang untuk direalisasikan.
Tanpa prinsip politik ini, sulit untuk befharap banyak bahwa pembangunan
berkelanjutan dapat direalisasikan. Ada kemungkinan bahwa dalam sistem politik
dan kekuasaan yang otoriter, dengan pemimpin yang mempunyai komitmen yang

kuat kepada pembangunan berkelanjutan, akan dengan serta merta dirancang
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struktur, organisasi dan mekanisme politik untuk mewujudkan paradigma
pembangunan berkelanjutan tersebut. Keberkelanjutan pembangunan yang
berkelanjutan itu sendiri sangat rentan karena sangat tergantung pada kekuasaan
dan kemauan politik penguasa. Séiama dia masih berkuasa, maka pembangunan
tersebut akan dapat diwujudkan. Begitu sudah tidak berkuasa lagi, maka akan
berganti sesuai dengan keinginan politik pemimpin yang baru.

Terdapat beberapa aspek penting dari prinsip demokrasi tersebut. Pertama,
agenda utama pembangunan adalah agenda rakyat, yaitu demi kepentingan rakyat.
Pembangunan adalah implementasi aspirasi dan kehendak masyarakat demi
kepentingan. Pemerintah hanyalah pelaksana agenda pembangunan yang
diamanatkan oleh rakyat. Jadi pemerintah harus menjamin bahwa agenda dan
kebijakan pembangunan yang dilaksanakan memang benar-benar berasal dari
rakyat dan untuk kepentingan bersama seluruh rakyat. Kedua, partisipasi

| masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan dalam
mengimplementasikan kebijakan pembangunan adalah sebuah keharusan moral
dan politik. Masyarakat tidak boleh hanya dilibatkan dalam mengimplementasikan
agenda pembangunan dari pemerintah, melainkan juga menentukan dan
merumuskan agenda pembangunan tersebut, bukan hanya sekedar ikut
menentukan dan merumuskan, Dengan demikian, berarti proses perencanaan
(termasuk perencanaan menyangkut prioritas pembangunan) dan implementasinya
harus dilakukan secara aspiratif. Hal ini jauh lebih penting dari pada hasil instant
yang tidak menyantuh kepentingan bersama, yang holistic dan berjangka panjang

kedepan. Ketiga, harus ada akses informasi yang jujur dan terbuka tentang agenda
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pembangunan dan proses perumusan agenda pembangunan itu. Transportas
publik lalu menjadi suatu keharusan dalam prinsip demokrasi. Gagasan besar
mengenai hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar merupakan
sebuah tuntutan moral dari demokrasi dan pembangunan itu sendiri. Keempat, ada
akuntabilitas publik tentang agenda pembangunan, proses perumusan kebijakan
pembangunan dan implementasi pembanguan tersebut. Akuntabilitas publik
merupakan konsekuensi logis dari prinsip demokrasi dalam pembangunan
berkelanjutan. Agenda pembangunan berasal dari rakyat demi kepentingan rakyat
banyak, harus ada pertanggungjawaban publik tentang sejauh mana aspirasi rakyat
telah didengar, diakomodasikan, dan diwujudkan serta sejauh mana tujuan
pembangunan-kepentingan bersama seluruh rakyat telah benar-benar diwujudkan
dengan komitmen dan upaya yang serius pada semua pihak. Hal ini dapat diukur
pula dengan sejauh mana pemerintah telah memobilisasikan seluruh kekuatan dan
potensi yang ada dalam masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan tujuan
pembangunan yang ada ( Keraf, 2001: 9-10).

Menurut A. Sony Keraf, hanya dengan cara tersebut rakyat akan tahu
mengenai agenda pembangunan beserta segala konsekuensi, pilihan terbaik, dan
proses menuju pencapaian hasil-hasil pembangunan, serta aspirasinya ikut
diakomodasikan. Yang lebih penting dari itu, adalah rakyat mempunyai komitmen
untuk mengimplementasikannya, karena mereka terlibat dalam proses
perumusannya. Selama pembangunan bersifat elitis dan berasal dari atas, maka
akan sulit sekali mengharapkan keterlibatan rakyat dalam mewujudkan

pembangunan tersebut.
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2.1.3 Sikap Masyarakat Terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan
Hidup

Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ialah memasukkan faktor
lingkungan hidup dalam perencanaan dan lpelaksanaan pembangunan. Deﬂgan
demikian, maka dampak negatif yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan
hidup dapat dibatasi sampai pada batas yang minimum. Pembangunan yang
bersifat ramah lingkungan, pelaksam@ya menghadapi hambatan besar. Para
birokrat, pakar ekonomi, u‘sahawan dan bahkan juga para pakar dibidang
lingkungan hidup berpegangan pada tesis bahwa melindungi lingkungan hidup
memerlukan biaya, baik biaya riil maupun biaya kesempatan (opportunity cost).
Misalnya; pembangunan pengolahan limbah atau sampah yang membutuhkan
biaya. Dengan demikian, .pembangunan ramah lingkungan dianggap memeriukan
biaya tambahan yang besar jumlahnya. Sebagai bangsa yang masih berada
dibawah garis kemiskinan, maka kita belum mampu menyediakan biaya tambahan
untuk pembangunan ramah lingkungan tersebut. Sehingga dirasa sangat sulit
untuk melaksanakan program pembangunan ramah lingkungan tersebut
(Soemarwoto, 2004: 75).

Konsep yang dikembangkan oleh kalangan para pakar lingkungan hidup
yang menyatakan bahwa konsevasi lingkungan hidup tidak berarti membiarkan
sumber daya alam tidak berguna bagi perﬁbangunan, tidak banyak membantu
untuk mengatasi kontroversi lingkungan hidup dan pembangunan. Berdasarkan
pada anggapan bahwa adanya konversi ini kita diharuskan memilih antara

pembangunan terlebih dahulu atau lingkungan hidup yang didahulukan. Karena
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taraf hidup kita yang masih rendah, maka pembangunan haruslah didahulukan.
Pemerintah pun memberikan prioritas utama pada pembangunan ekonomi
sehingga jika ada kontroversi antara pembangunan dan lingkungan hidup, maka
lingkungan hiduplah yang dikalahkan.

Sikap yang tidak ramah pada lingkungan hidup ini, meluas pada
masyarakat. Untuk mendapatkan keuntungan atau kenikmatan pribadi banyak dari
anggota masyarakat yang merusak lingkungan, meskipun tahu akibat dari
perbuatannya tersebut. Untuk memaksimaltkan keuntungannya, para pengusaha
merasa tidak bersalah merusak lingkungan hidup. Para aktivis lingkungan hidup
di kalangan akademik dan LSM selalu dianggap sebagai penghambat

pembangunan.

2.2 Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Sampah

Pertumbuhan perkampungan penduduk di kota tidak akan terlepas dari
perkembangan kota itu sendiri. Dalam' hal ini terdapat beberapa teori yang
membahas tentang perkembangan kota telah banyak dikemukakan oleh para ahli,
'yang antara lain oleh Prof. Vincent Van Romont, menjelaskan bahwa kota-kota di
Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua tipe. Pertama, kota-kota yang
bertipe barat contohnya seperti kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan
sebagainya. Kedua, kota-kota yang bertipe asli Indonesia contohnya seperti;
Pekan Baru, Tanjungpinang, Tanjung Balat, dan wilayah kota-kota lainnya.

Mengenai kota dapat dinilai dengan cara berdasarkan pada:

1. Lingkungan fisik asli kota itu sendiri.
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2. Tingkat urbanisasi dan kelas-kelas sosial yang terjadi
3. Perkembangan kebudayaan.

Menurut H.F. Tillema dalam bukunya “Kromoblanda” dijelaskan bahwa
kota-kota yang bertipe barat itu berbentuk konsentrik yang terdiri dari empa;c lapis
lingkaran. Lingkaran Pertama, merupakan pusat kekuasaan dan kekuatan
pemerintah. Di pusat ini tersedia berbagai fasilitas yang diperlukan untuk
mendukung kekuatan dan kekuasaan pemerintah, yang pada waktu itu adalah
Belanda. Lingkaran Kedua, adalah tempat tinggal para priyayi, bangsawan,
pejabat, pribumi, intelektual dan pedagang atau p;angusaha kaya. Lingkaran
Ketiga, adalah tempat tinggal penduduk asli Indonesia. Lingkaran Keempat,
adalah tempat yang masih bersifat desa (rural).

Perencanaan dalam pengelolaan sampah disuatu daerah tertentu tidak
dapat dirancang oleh dinas yang berwenang saja tanpa melibatkan instansi-
instansi yang lain. Instansi-instansi yang perlu dilibatkan dalam penyusunan
rencana secara umum yaitu: Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Alasan mengapa diperlukannya perencanaan dengan melibatkan berbagai
instansi tekait itu, adalah untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian dan
tumpang tindih suatu kebijakan yang mungkin terdapat perbadaan. Adapun tujuan
umum dari perencanaan bersama ini adalah untuk melindungi dan mempertinggi
nilai lingkungan tanah, udara, air, dan memberikan perlindungan terhadap
kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pengelolaan sampah merupakan suatu proses untuk

mengembangkan rencana-rencana dan program-program tertentu yang dapat
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dikerjakan. Yang dimaksud dengan pengertian dapat dikerjakan adalah keadaan

yang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di

suatu daerah. hal ini bergantung dari kemampuan anggaran, tersedianya fasilitas,

tenaga dan sebagainya.

Dalam pembahasan tentang perencanaan pengelolaan sampah, terdapat
beberapa istilah yang perlu dijelaskan. Beberapa istilah penting yang erat
hubungannya dengan perencanaan pengelolaan sampah ini, antara lain :

1. Elemen fungsional, adalah suatu elemen yang digunakan untuk
menggambarkan bermacam-macam aktifitas yang berhubungan dengan
pengelolaan sampah, mulai dari timbulan sampah sampai dengan pembuangan
akhir sampah ketempat pembuangan akhir. Ada enam elemen fungsional,
yaitu; 1) aktifitas-aktifitas penimbulan sampah, 2) penyimpanan setempat, 3)
pengumpulan, 4) pengangkutan, 5) pengolahan dan pengambilan kembali
bahan-bahan yang berguna, dan 6) pembuangan akhir.

2. Sistem, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bahan-bahan yang saling
bergantung satu sama lainnya, dan saling berinteraksi yang secara keseluruhan
mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal pengelolaan sampah, maka bagian-
bagian yang paling bergantung tersebut adalah elemen-elemen fungsional.

3. Program, adalah program dalam perencanaan pengelolaan sampah yang terdiri
dari semua kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan dari suatu
elemen fungsional atau sistem pengelolaan sampah.

4. Alternatif, istilah alternatif ini digunakan untuk menggambarkan berbagai

penggolongan program-program yang terdapat-dalam rencana-rencana untuk
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membuat perbandingan. Dengan membandingkan alternatif-alternatif yang
tersusun dalam suatu program, sehingga memungkinkan para pembuat
keputusan untuk menaksirkan pengaruh pembuangan sampah secara

sembarangan.

2.3 Peningkatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
2.3.1 Pengertian dan Jenis Sampah

Sampah adalah barang-barang buangan atau barang yang oleh pemiliknya
telah dibuang dengan maksud tidak dimanfaatkan lagi. Berdasarkan sumbernya
sampah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sampah rumah tangga
(domestik), sampah pasar, sampah industri, sampah pertokoan, dan kantor
(komersial), sampah taman dan sampah jalan. Sedangkan berdasarkan
karakteristik kimiawinya sampah dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu
sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik terdiri dari sampah yang
mudah membusuk atau akan terdegradasi oleh mikroba yang hidup di alam.
Sampah anorganik adalah sampah kering dan tidak akan terurai oleh mikro
organisme di alam, misalnya besi, kaca, kaleng, plastik dan sebagainya (BPPT,
1996).

Sampah diartikan jugd sebagai barang buangan dari aktifitas manusia,
merupakan bahan yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga dibuang dan
merupakan barang yang sudah tidak berguna (Sudarso, 1995). Jenis dan
karakteritik sampah dapat diketahui dengan melihat sumber dan jenis sampah,

komposisinya serta banyaknya sampah yang dihasilkan oleh setiap jenis sumber
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tersebut. Sumber sampah diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu
pemukiman penduduk, tempat-tempat umum, dan tempat perdagangan, sarax;a
pelayanan masyarakat milik pemerintah, industri serta pertanian (Sudarso, 19955).

Sampah atau refuse adalah zat padat atau semi padat jang terbuang atau
yang sudah tidak berguna baik yang dapat membususk maupun yang tidak dapat
membusuk kecuali zat padat buangan atau kotoran yang keluar dari tubuh manusia
(tinja), dengan ‘demikian, dapat disimpulkan bahwa sampah dapat diartikan
sebagai benda yang tidak diinginkan lagi sebagai hasil dari kegiatan atau aktifitas
manusia.

Secara umum pengertian sampah dapat diartikan sebagai bahan buangan
yang tidak disenangi dan tidak diinginkan orang, dimana sebagian besar
merupakan bahan atau sisa yang sudah tidak dipakai lagi dan akan menimbulkan
gangguan terhadap kesehatan masyarakat (Institute of Waste of America Public

Workes Association, 1170).

2.3.2 Sumber Sampah

Penghasil sampah adalah setiap orang / badan yang manghasilkan sampah,
yang dapat berasal dari rumah tangga (domestik), pasar, industri, atau komersial
(Murdiriyanto, 1996)). Sedangkan menurut Syafrudin, sumber sampah dapat
berasal dari domesitik (rumah tangga), instansi (sekolah, kantor), komersial
(pasar, toko). Industri, pertanian, aktifitas perkotaan (penyapu jalan). Sumber

penghasil sampah menurut Sudarso diklasifikasikan dalam beberapa kategori,
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yaitu permukiman penduduk tempat-tempat umum dan tempat perdagangan,

sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah. Industri serta pertanian.

Menurut Kusnoputranto (Kesehatan Lingkungan, 2000), sumber sampah
berasal dari : |

1. Sampah domestik (domestic waste), yaitu' sampah padat yang berasal dari
permukiman masyarakat. Jenis sampah padat ini cukup beragam, namun pada
umumnya berupa sampah dapur dan sampah lain yang merupakan hasil
kegiatan rumah tangga seperti; sisa makanan, sampah dari halaman seperti
dedaunan, kaleng dan kardus, kertas serta kardus pembungkus, pakaian bekas,
karpet tua, perabotan rumah tangga dan sejenisnya. Jenis sampah yang berasal
dari permukiman kota pada umumnya berbeda dengan sampah yang ada di
permukiman pedesaan. Pada sepuluh tahun terakhir ini sampah-sampah sisa
dari kegiatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, alat pemanas air
cenderung meningkat jumlahnya.

2. Sampah komersial (commercial waste), yaitu sampah padat yang berasal dari
lingkungan atau jasa komersial, baik warung, toko maupun pasar. Sampah ini
juga jenisnya beragam sesuai dengan jenis barang yang diperdagangkan.
Sampah dari pusat perdagangan atau pasar biasanya terdiri dari kardus-kardus
yang besar, kotak-kotak pembungkus, kertas-kertas karbon, pita mesin tik
bekas dan sebagainya. Dalam hal ini termasuk juga sampah makapan dari
kantin dan restoran.

3. Sampah yang berasal dari jalan-jalan raya (street waste), yaitu sampah yang

berasal dari pembersihan jalan-jalan. Biasanya terdiri dari kertas-kertas,
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kardus-kardus kecil bercampur dengan bebatuan, debu, pasir, benda-benda
yang jatuh dari truk / kendaraan, sobekan-sobekan ban atau onderdil-onderdil
yang jatuh, juga dedaunan, sampah-sampah yang dibuang dari mobil, kantong-
kantong plastik dan lain-lain. -

4. Sampah-sampah yang berasal dari gedung perkantoran (institutional waste),
yaitu terdiri dari kertas-kertas, karbon-karbon pita-pita mesin tik, klip, dan
lain-lain, pada umumnya bersifat rubbish, kering dan mudah terbakar.

5. Sampah yang berasal dari tempat umum seperti; sampah dari tempat hiburan,
tempat-tempat olahraga, tempat-tempat ibadah dan sebagainya yang dapat
berupa kertas, sisa buah-buahan, plastik daq lain-lain.

Jumlah produksi sampah untuk setiap daerah di Indonesi& diperkirakan
sekitar tiga liter per orang per hari. Untuk daerah Asia 350 gr / orang / hari.
Jumlah produksi sampah padat suatu daerah bergantung pada beberapa faktor,
antara lain :

1. Jumlah, kepadatan, serta aktivitas penduduk yang bersangkutan.

2. Sistem pengumpulan dan pembuangan sampah yang dipakai.

3. Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali.

2.4 Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan-kegiatan yang tidak hanya proses
pengumpulan atau pengambilan sampah dari berbagai sumbernya, tetapi termasuk
pengangkutannya sampai ke tempat-tempat untuk mengosongkan alat pengumpul

sampah. Pada dasarnya dalam berbagai sistem pengumpulan, pengangkutan serta
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pembongkarannya mempunyai kesamaan, yang berbeda adalah pengambilan
sampah, bergantung dari pada karakteristik dari fasilitas, aktifitas atau sumber
sampah dan cara yang digunakan untuk pengumpulan setempat (on site storage).

Tahap pengumpulan meruﬁakan kelanjutan dari tahap penampungan.
Sampah dari setiap tong/container dikumpulkan dalam alat pengangkutan sampah
dan diangkut ketempat pengumpul sampah sementara untuk diproses lebih lanjut
pada tahap. Selanjutnya pengumpulan dan pengangkutan sampah harus dilakukan
secepatnya dan dilakukan secara rutin dan teratur. Apabila tahap ini tidak dapat
dijalankan dengan baik, maka sampah akan bertumpuk dan menjadi tempat
perkembangbiakan serangga.

Tempat pengumpulan sampah sementara harus mudéh dijangkan oleh
kendaraan pengangkut sampah. Besar atau luasnya tempat pengumpulan sampah
harus disesuaikan dengan jumlah timbulan sampah pada setiap harinya. Hal ini
dimaksudkan agar tidak ada sampah yang melimpah akibat tempat pengumpul
sampah tersebut tidak dapat menampung sampah dari masing-masing sumber.
Apabila sampah yang dihasilkan setiap harinya cukup banyak, maka sebaiknya
dibuat rumah sampah atau garbage house sebagai tempat pengumpul sampah
sementara sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Pengumpulan sampah adalah pengambilan sampah dari penghasil / sumber
sampah dengan pengangkutan sampah ke Iokasi pengolahan atau pembuangan
akhir. Pengumpulan sampah merupakan yang utama dan paling menentukan
dalam penanganan sampah. Kegiatan pengumpulan sampah mencapai 70 % dari

semua kegiatan pengelolaan sampah dengan biaya mencapai 80 % dari semua
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dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah (Sudarso, 1995).

Cara atau pola pengumpulan sampah di setiap kota atau daerah mungkin
sama / mirip bahkan berbeda sama sekali. Perbedaan pola pengumpulan sampah
disetiap kota atau daerah ditentﬁkan dengan banyak. faktor disuatu daerah
(Murdiriyanto, 1996), antara lain :

1. Karakteristik lingkungan fisik dan ekonomi,

2. Pengaturan setempat,

3. Kebiasaan masyarakat,

4. Kepadatan dan persebaran penduduk,

5. Karakteristik timbulan sampah, 1

6. Sarana dan prasarana (sarana angkutan, sarana TPS, prasarana jalan).

Kegiatan pengumpulan sampah sangat ditentukan oleh beberapa faktor

(Sudarso, 1995). Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Jenis perlengkapan / sarana yang akan digunakan,

2. Tenaga dan Kepadatan penduduk di daerah pengumpulan,
3. Topografi daerah,

4. Faktor iklim (curah hujan, suhu, kecepatan angin),

5. Jarak antar tempat-tempat pengumpulan sementara

Pola pengumpulan sampah pada dasarnya ada dua macam, yaitu pola
individu dan pola komunal (YUIMS, 1999). Pola individu terdiri dari pola
individual langsung atau sistem door to door dan pal individual tidak langsung
atau system jemput bola. Sedangkan pola komunal terdiri dari pola komunal

langsung dan pola komunal tidak langsung atau jali-jali. Pola individu langsung




49

yaitu pengumpulan sampah dengan truk sampah yang langsung mengumpulkan
sampah dari masyarakat atau rumah-ramah. Pola ini dilakukan pada masyarakat
yang tinggal ditepi jalan utama / besar yang dapat dilalui oleh truk sampah. Pola
individu tak langsung yaitu pengu;npulan éampahnya dengan gerobak sampah
pada masing-masing rumah, selanjutnya sampah diangkut ke transfer depo. Pola
ini dilakukan pada daerah perumahan atau permukiman yang cukup padat dengan
jalan yang cukdp padat dengan jalan yang sémpit dimana truk sampah tidak dapat
masuk sampai pada masing-masing rumah. Pada sistem komunal langsung ini
juga sering diterapkan pada daerah yang kesulitan untuk mencari tenaga penarik
gerobak sampah, selanjutnya selanjutnya sampah diangkut ke transfer depo.
Pengumpulan dan pengangkutan sampah dapat menggunakan kendaraan
kecil (gerobak) dan kendaraan besar (fruck) harus diperhatikan dan
diperhitu;lgkan terhadap kapasitas angkut, jarak tempuh, keinginan warga serta
pendukung lainnya di masing-masing wilayah (YUIMS, 1999). Pola individu
terdiri dari pola individual langsung atau system door to door dam. Pola
individual tidak langsung atau sistem jemput bola. Sedangkan pola komunal
terdiri dari pola komunal langsung langsung dan pola komunal tidak langsung .
atau jali-jali. Pola individu langsung yaitu pengumpulan sampah dengan truk
sampah yang langsung yang dilakukan pada penduduk atau rumah-rumah.pola ini
dilakukan pada penduduk yang berada dijalan utama / besar yang bisa dilalui truk
sampah. Pola individu tak langsung yaitu pengumpulan sampah dengan gerobak
sampah pada masing-masing ruméh, selanjutnya sampah diangkut ke transfer

depo. Pola ini dilakukan pada daerah perumahan atau permukiman yang cukup
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padat dengan jalan yang sempit dimana truk sampah tidak bisa masuk. Pola
komunal langsung, yaitu pengumpulan sampah dengan cara masing-masing
penduduk langsung membawa sampahnya ke transfer depo atau kontainer. Pola
ini biasa dilakukan pada daerah pefﬁmkimaﬂ padat dimana gel;obak sampah tidak
bisa masuk sampai pada masing-masing rumah. Pola komunal langsung ini juga
sering diterapkan pada daerah yang kesulitan untuk mencari tenaga penarik
gerobak.

Pola komunal tidak langsung, yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan
oleh masing-masing penduduk langsung ke gerobak sampah, selanjutnya sampah
diangkut ke transfer depo. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dapat
menggunakan kendaraan kecil (gerobak) dan kendaran bésar (truk) harus
diperhatikan dan diperhitungkan kapasitas angkut, jarak tempuh, keinginan warga
serta sarana pendukung lainnya pada masing-masing wilayah (YUIMS, 1999).

Menurut Sudarso, sistem pengumpulan sampah terdiri dari dua sistem
yaitu, Houl Container System dan Stationary Container Sj}ﬂem. Houl Container
System adalah pengumpulan sampah dimana bak-bak pengumpulan sementara
ikut terangkut ketempat pengolahan atau pembuangan akhir. Sedangkan
Stationary Container System adalah sistem pengumpulan sampah dengan
membongkar isi sampah di tempat. Untuk sistem yang pertama banyak diterapkan
pada negara-negara yang sudah maju, sedangkan pada negara berkembang
(misalnya Indonesia) banyak menggunakan sistem yang kedua.

Pengumpulan sampah juga dapat dilakukan berdasarkan sumber

sampahnya, yaitu sampah rumah tangga, sampah permukiman, sampah komersial,
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sampah perkantoran, sampah industri dan sampah jalanan serta sampah lainnya
(Gumbiro, 1986).

Sampah rumah tangga biasanya berasal dari sisa sayuran, buah-buahan
serta sisa-sisa makanan. Selain 1tu dapat juga terdiri dari plastik pembungkus,
kertas, kaleng; potongan kayu, pakaian usang, logam dan sebagainya. Sampah
organik yang biasanya berasal dari kegiatan dapur sebaiknya dimasukkan kedalam
kantong plastfk, tidak ditumpuk di dalam tong sampah sehingga tidak
menimbulkan bau. Sedangkan sampah kering dapat disimpan dalam tong / bak
sampah.

Sampah pemukiman berasal dari sampah rumah tangga dalam area satu
Rukun Tetangga (RT) atau satu Rukun Warga (RW). Wadah yang dapat
digunakan adalah bak penampungan sementara, yang dapat terbuat dari semen
atau besi. Volume bak penampungan harus ditempatkan di dekat jalan umum
jaraknya tidak terlalu jauh sehingga gerobak dapat menjangkaunya.

Sampah komersial memiliki keragaman yang sangat besar, sehingga
pengumpulan sampahnya sebaiknya harus sudah lebih terklasifikasikan lagi.
Pewadahan khusus secara terklasifikasi harus dapat dikerjakan oleh penghasil
sampah, baik restoran, toko-toko, warung dan pasar swalayan, sedangkan sampah
organik yang basah (sayuran, buah-buahan, ikan dan daging) harus ditangani
secara sendiri. Sampah organik darat diangkut ke tempat penanganan selanjutnya,
sedangkan sampah anorganik yang dapat di daur ulang (kertas, karet, logam, kaca

serta plastik) disendirikan untuk dijual ke pedagang pengumpul barang bekas.
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Sampah perkantoran dan sekolahan pada umumnya berbentuk kertas dan
karton, sehingga dapat dikumpulkan dalam karung-karung goni untuk dijual ke
pedagang pengumpul barang bekas atau dijual ke pabrik kertas kembali guna
dibuat bubur kertas (pulp). |

Sampah industri sangat beragam dan tergantung pada industrinya itu
sendiri, Biasanya setiap industri itu memiliki sarana penampungan dan
penanganan sampah. Sampah industri lebih mudah diklasifikasikan, biasanya
barang-barang yang masih bernilai ekonomi sudah ada jalur pemasarannya. Untuk
agroindustri harus memiliki armada pengangkutan sampah sendiri. Untuk industri
yang menghasilkan sampah beracun harus ada pengawasan secara ketat oleh
instansi terkait.

Sampah jalanan biasanya terdiri dari kertas, plastik dan dedaunan.
Pengumpulannya dilakukan penyapuan, kemudian diangkut dengan truk atau
gerobak. Penyapuan jalan harus dilakukan pada jam-jam yang tidak terlalu sibuk,
sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan harus dilakukan setiap hari.

Sampah lain yang dimaksud adalah sampah yang dihasilkan oleh tempat-
tempat rekreasi, baik digunung, tepi pantai dan taman-taman, sampah-sampah di
terminal bus, stasiun kereta api, terminal udara atau kendaraan untuk transportasi.
Untuk pengumpulan sampah biasanya disediakan tong-tong sampah yang ringan,
mempunyai kapasitas kecil, tetapi terawat baik. Manajemen pengelola tempat
rekreasi harus mempunyai cara pengelolaan sampah dengan baik, sehingga jumlah

pengunjung tetap tinggi. Dalam kendaraan transportasi umum sebaiknya
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disediakan kantong sampah khusus, sehingga penumpang-penumpang tidak

membuang sampah secara sembarangan keluar jendela.

Proses pengolahap sampah harus dipikirkan lebih dahulu, sebelum sampah
dibuang ketempat pembuangan akﬁir (TPA); agar tidak berbahaya bagi kesehatan
lingkungan. Kunci dari pengolahan sampah adalah pemilahan sampah, sehingga
pengolahan sampah dilakukan sesuai dengan karakteristiknya. Sedangkan sampah
anorganik dapét diperoses sesuai dengan _karakte[istiknya untuk dijadikan bahan
baku industri lagi (BPPT, 1996). Pemilihan sampah seharusnya sudah
dilaksanakan mulai dari penghasil sampah. Dengan demikian, maka akan
mempermudah dan menghemat biaya dalam penanganannya serta lebih sehat.

Pengumpulan sampah dari sumber-sumbernya ketempat yang telah
ditentukan merupakan sub sistem tersendiri. Penggolongan sistem pengumpulan
sampah dapat dibagi menurut beberapa sudut pandang, seperti cara operasi
peralatan yang digunakan dan jenis sampah yang dikumpulkan.

Tentang_ sistem pengumpulan sampah menurut cara 6perasionalnya, ada
dua macam cara yang digunakan, yaitu sistem kontainer diangkut dan sistem
kontainer tetap.

1. Sistem container diangkut (houled container system), yaitu container yang
digunakan untuk menyimpan sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir,
dikosongkan ditempat tersebut dan dikembalikan ketempat semula atau
ketempat lain. Sistem ini baik digunakan untuk memindahkan sampah dari
sumber-sumber sampah yang menghasilkan sampah banyak, sebab relatif

kontainer yang digunakan besar. Penggunaan kontainer yang besar akan
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menghemat waktu, karena tidak menangani sampah sampah yang teronggok
dan keadaan yang tidak saniter lainnya yang disebabkan oleh penyimpanan
sampah pada kontainer-kontainer kecil. Container yang besar, semua jenis
sampah dapat ditampung karenzi pengguﬂaan container yang besar ini biasanya
dilakukan secara manual, maka perlu dilengkapi dengan platform dan

dijalankan melandai (ramp).

. Sistem container angkut hanya memerlukan sedikit tenaga (satu truk oleh satu

pengemudi), sehingga secara ekonomis sangat menguntungkan. Ada tiga-
macam houled container system yang utama, yaitu; 1) ;ws-t tmck; 2) tilf frame,
3) trash trailer. Sistem container tetap (stationary container system), yang
tetap dapat digunakan untuk pengumpulan semua jenis sampah. Selain itu
sangat bergantung pada jenis dan jumlah timbulan sampah yang ditangani.
Ada dua macam bentuk dari sistem ini, yaitu yang menggunakan kompaktor
otomatik dan yang menggunakan pengisian secara manual. Selain hal-hal
tersebut, maka pada tahap ini yang perlu ‘pula mendapat perhatian adalah
frekuensi pengangkutan. Faktor ini sangat penting untuk diperhatikan, jangan
sampai terjadi penumpukan-penumpukan sampah pada tempat pengumpul
sampah, Karena dapat menimbulkan pengaruh gangguan bagi kesehatan
manusia pada umumnya. Frekuensi pengangkutan sampah dilaksanakan pada
macam dan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan, jenis alat pengangkutan

dan pada keadaan daerah setempat.
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2.5 Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasamnya dilihat sebagai
komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, satu dengan lainnya
saling berinteraksi untuk mencapai tujuan,. yaitu kota yang bersih, sehat dan
teratur. Komponen-komponen ~ tersebut adalah sub sistem organisasi dan
manajemen (sub sistem institusi), sub sistem teknik operasional (sub sistem
teknik), sub sistem pembiayaan (sub sistem finansial), sub sistem hukum dan
peraturan (sub sistem hukum) dan sub sistem peran serta masyarakat (Syafrudin,
1999).

Hubungan antar komponen sub sistem komponen-komponen pengelolan

sampah perkotaan dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini.

{\-\ - -

Operasional
v
Peran serta
Hukum dan < > masyarakat
Perataran

Sumber : Syafrudin, 1999

GAMBAR 2.1
SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN

Penanganan sampah atau teknik operasional sampah merupakan kegiatan
terpadu yang mencakup lima elemen pokok, yaitu; penghasil sampah,

pengumpulan sampab, transportasi / pengangkutan, proses pengolahan dan
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pembuangan akhir (Murdiriyanto, 1996). Semua elemen pokok tersebut harus
sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi,
konservasi, estetika, estetika dan sikap masyarakat. Hubungan antar elemen-

elemen dari sistem pengelolaan satﬁpah secara umum dapat dilihat pada diagram

di bawah ini.
Penghasil Sampah
h
Pengumpul
h A J h
Pengangkutan < »| Pemilihan & Pengelolaan
» Pembuangan Akhir *
Sumber : Mardianto, 1996
GAMBAR 2.2

HUBUNGAN ELEMEN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2.6  Beberapa Aspek yailg Berhubungan dengan Sistem Pengelolaan

Sampah
Aspek-aspek  yang berhubungan dengan pengembangan  sistem

pengelolaan sampah menurut Sarudji (1983) adalah; struktur organisast,

pembiayaan, pelaksanaan, perlengkapan dan peralatan, ketenagaan, pelaporan,
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cara kontrak, administrasi, peraturan-peraturan dan landasan kerja, hubungan

masyarakat dan perencanaan.

2.6.1 Struktur Organisasi

Alasan yang mendasarkan pada pengembangan atau penyusunan struktur
organisasi, adalah untuk menentukan hubungan hubungan dan tugas serta
fanggung jawab individu yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan dari

organisasi.

2.6.2 Pembiayaan

1

Metode untuk mendapatkan pembiayaan pengelolaan sampah di Amerika
Serikat dimasukkan kedalam : pajak kekayaan umum, pajak kekayaan khusus,
biaya (ongkos) pelayanan, biaya container, dan sumber lainnya. Sedangkan di
Indonesia pada umumnya di dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) setempat serta dari retribusi konsumen sampah.

2.6.3 Pelaksanaan

Jumlah masing-masing bagian pelaksanaan bergantung dari besarnya
badan pengelolaan sampah. Unsur-unsur yang penting dalam pengelolaan sampah
adalah pelaksanaan pembersihan dan pengumpulan, pengangkutan oleh gerobak

dan truk sampah, pengolahan sampah, pelaksanaan administrasi, pelayanan

kesehatan karyawan dan pelaksanaan pengelolaan gedung.
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2.6.4 Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan

Pengelolaan perlengkapan dan dan peralatan yang baik bukan hanya
terletak pada cara pemeliharaannya saja, akan tetapi termasuk‘ pula dalam
kegiatan-kegiatan, analisis peneméatan periengkap%m, pengembangan peralatan
khusus dan pada organisasi pengelolaan yang lenih besar adalah menyusun
rancangan perlengkapan yang khusus. Pada tahap ini diperlukan tenaga-tenaga
yang khusus dan terampil, karena kegiatan-kegiatan di sini bersifat spesifik.

Petugas pengelolaan sampah khususnya petugas lapangan, yaitu petugas
pengumpul, pengangkutan dan pembuangan sampah perlu dilengkapi dengan alat
pelindung diri (APD) dan pakaian kerja yang memenuhi syarat. Peralatan
pelindung diri yang dimaksud adalah; topi,. masker, sarung tangan, sepatu boot,
pakaian, jas hujan, dan kaca mata bila diperlukan.

Keberhasilan pelaksanaan dari suatu pengelolaan sampah akan bergantung
pula pada tingkatan pendidikan, proses pemilihan, latihan-latihan dan supervisi
terhadap personilnya. Dalam proses pemilihan personil, yang perlu diperhatikan

adalah moral para pekerja, keadaan upah gaji, jam kerja dan tugas dari pekerjaan.

2.6.5 Pelaporan

Palaporan ini berorientasi pada hal-hal yang berhubungan dengan
penilaian atau evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam
pengelolaan sampah. Informasi atau pelaporan ini digunakan untuk membantu
pengelolaan sampah dalam penerapan alat-alat yang tepat untuk pelaksanaan

pengelolaan sampah dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menilai
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atau mengevaluasi secara mendalam terhadap perubahan-perubahan prosedur
yang telah dicoba untuk diterapkan.

Disampiqg itu, pelaporan | juga berguna untuk membantu merencanakan
pembiayaan, terutama bila terjadi beningkdtan pembiayaan baik sebagai akibat
dari pengembangan, perubahan prosedur maupun dalam hal kenaikan harga dan

sebagainya.

276.6 Cara Kontrak

Pengumpulan sampah maupun kegiatan-kegiatan dalam  sistem
pengelolaan sampah yang lainnya dapat dikerjakan oleh pihak swasta baik dalam
bentuk badan usaha maupun dalam bentuk perseorangan. Namun demikian, cara
ini perlu didasari dengan perbandingan pembiayaan secara benar. Apakah dengan
dikontrakkan akan lebih murah atau lebih mahal. Data-data yang dapat digunakan
untuk bahan pertimbangan ini sangat kurang, sehingga perbandingan hanya

berdasarkan perkiraan.

2.6.7 Peraturan dan Landasan Kerja

Pada dasarnya peraturan-peraturan landasan kerja berdasarkan elemen
fungsional. Karena elemen-clemen fungsional ini berbeda antara satu daerah
dengan daerah lainnya. Sehingga pada tiap-tiap instansi pengelolaan sampah di
wilayah atau daerah-daerah kerja tertentu mempunyai peraturan dan landasan

kerja sendiri-sendiri yang tidak sama satu dengan lainnya.
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Namun demikian, peraturan-peraturan tentang landasan kerja tersebut
setidak-tidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum
2. Pertanggungjawaban Administr;si
3. Penyimpanan Sampah Sementara
4. Pengumpulan
5. Pengangkuﬂm
6.\ Pengolahan
7. Pembuangan
8. Masalah-masalah khusus
9. Pembiayaan

10. Pelanggaran dan sanksi-sanksi yang akan diberikan

2.6.8 Hubungan dengan MasyaraKat

Oleh karena para pekerja lapangan sering berhubungan dengan masyarakat
secara langsung, maka sangat diperlukan kesadaran dari para petugas untuk
memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat konsurﬁen. Bagi para
pertugas sangat diperlukan adanya kesadaran untuk melaksanakan tugasnya
dengan penuh rasa tanggung’ jawab, begitu juga dengan para konsumen sangat
diperfukan adanya partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung
terhadap pengelolaan sampah. Masyarakat konsumen perlu mengetahui sistem

atau cara kerja dari sistem pengelolaan sampah. Informasi tersebut dapat




BAB III
KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DI KOTA TANJUNGPINANG

3.1. Gambaran Umum Kota Tanjungpinang
3.1.1. Kondisi Fisik
Kota Tanjungpinang adalah daerah otonomi, yang merupakan hasil dari
pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau s_ebagaimaﬁa yang tertuang dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Otonomi,
dengan luas wilayah 239,5 Km2 dan 587.6 Km2 dari luas lautan.
Secara geografis, Kota Tanjungpinang terltak antara 4’15’ Lintang Utara,
0’48’ Lintang selatan, 103°10” Bujur Timur hingga 109> Bujur Timur. Adapun
secara administrasi, Kota Tanjungpinang memiliki batas-batas sebagai berikut :
e Scbelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Galang, Bintan Timur dan
Teluk Bintan.
e Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur.
e Scbelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur dan Selat
Riau.
e Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Riau.
Wilayah administrasi Kota Tanjungpinang meliputi empat Kecamatan, yaitu :
o Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan empat Kelurahan.
e Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan lima Kelurahan.

e Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan empat Kelurahan.
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¢ Kecamatan Bukit Bestari dengan lima Kelurahan.

Kota Tanjungpinang yang berbukit-bukit dan lereng, dapat pula ditinjau
dari keadaan topografi Kota Tanjungpinang secara umum dicirikan dalam bentuk
morfologi yang datar, bergelombaﬁg hingga berbukit. Kondisi topografi yang
datar hingga bergelombang terdapat dibagian barat kota, sedangkan topografi
landai dan datar sebagian besar berada dipesisir pantai dan kawasan pusat kota
(Kecamatan Tanjungpinang Barat).

Secara lebih rinci kondisi topografi Kota Tanjungpinang dapat dibagi
kedalam tiga kemiringan lereng, yaitu:

e Lereng dengan kemiringan 0 — 2 % memiliki luas 13,307 Ha (55,56 %).
e Lereng dengan kemiringan 3 — 15 % memiliki luas 9,575 Ha (39,98 %).
o Lereng dengan kemiringan 16 — 40 % memiliki luas 1,68 Ha (4,46 %).

Penggunaan lahan di Kota Tanjungpinang didominasi oleh penggunaan
lahan yang bersifat tidak terbangun (nor build up area), seperti hutan yang
luasnya mencapai 4,460 Ha (36,06 %) dan perkebunan seluas 4.011,5 Ha (32,43
%). Untuk lahan terbangun lahan yang menonjol berupa perkampungan seluas
2.485,43 Ha (10,38 %) dan perdagangan, dapat dilihat dalam tabel 3.1. sebagai

berikut :(Buku Saku Kota Tanjungpinang 2002).

TABEL 3.1
PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG

25,17
15,49
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7.768.06
Tanah Sudah Diperuntukkan 92,95

Tanah Belum Diperuntukkan , 2.755,57
Pelabuhan Udara N .

S umber Data: Bu}'cu Saku Kota Tanjungomang 2004

Konsentrasi permukiman pendudul_& Kota Tanjungpinang pada saat ini
berada di Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kemboja, Kampung Baru, dan
Tanjungpinang Barat. Bila dilihat dari luasnya penggunaan lahan berupa
perumahan, maka konsentrasi perumahan atay permukiman penduduk berada di
Kecamatan Tanjungpinang Timur yaitu seluas 921 Ha (Tahun 1997) sementara di
Kecamatan Tanjungpinang Barat 397,8 Ha. (Buku Saku Kota Tanjungpinang

2002).

3.1.2 Keadaan Iklim

Kota Tanjungpinang mempunyai iklim basah, dengan rata-rata temperatur
terendah 18° C dan 27’ C, tekanan udara rata-rata terendah 1.010,2 mbs dan
tertinggi 1.013,7 mbs dengan kelembaban udara rata-rata 61 % samapai dengan 91
% disamping mengalami dua musim utama yaitu :
e Musim Utara bearda antara tenggang waictu bulan Desember sampai dengan

Februari.

e Musim Timur terjadi berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei.

e Musim Selatan dapat dilihat pada bulan juni sampai dengan Agustus, dan
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¢ Musim Barat berhembus pada bulan September sampai dengan Nopember.
Pergantian musim selalu mengakibatkan arah angin tidak menentu
sehingga pada saat berhembusnya angin utara dan barat diselingi dengan hujan
terus menerus yang diiringi angin ‘llcencang, cuaca sulit diramal, mengakibatkan
gelombang mencapai puncaknya sehingga ada beberapa kegiatan yang kadang

terhenti.

3.1.3 Demografi

Kota Tanjungpinang adalah merupakan Kota lama yang memiliki banyak
fungsi, dan terkenal sejak zaman penjajahan Belanda dahulu sudah terkenal
sebagai kota dagang, pariwisata dan sebagai tempat persinggaﬁan yang pada saat
ini berkembang menjadi sebuah kota. Penduduk kota Tanjungpinang senantiasa
meningkat seiring dengan kamajuan pendapatan perkapita masyarakatnya. Jumlah
penduduknya sampai dengan akhir bulan Februari 2004 berjumlah 134.924 jiwa
yang berpencar pada 18 Kelurahan dengan penduduk yang sepadat saat ini pada
Kelurahan Tanjungpinang Barat, berjumlah 16,495 jiwa dengan KK. Dan yang
terjarang berada pada Kelurahan Dompak dengan jumlah penduduk 1.606 jiwa

dengan 374 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

TABEL 3.2
JUMLAH PENDUDUK KOTA TANJUNGPINANG AWAL TAHUN 2004

Kec. TPI Kota
Kel. Penyengat




i
Kel. Kamp
Kel. Senggarang
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KEC. TPI BARAT

10.745

46.040

Ealbad |

Kel. TPI Barat

Kel. Kamboja

Kel. Bukit Cermin
Kel. Kampung Baru

3.701
2.823
1.603
7.922

16.495
12.621
7.934
8.990

KEC. BUKIT BESTARI

10415

41.908

1
2.
3.
4.
5.

Kel. Tpi Timur
Kel. Tanjung Unggat

Kel. Tg Ayun Sakti
Kel. Sungai Jang

Kel. Dompak

1.625
2.820
2498
3.098

374

7.406
10.879
7.238
14.779
1.606

KEC. TPI TIMUR

8.812

Kel. Melayu Xt Pixing
Kel. Kampung Bulang
Kel. Batn IX
Kel. Air Raja
Kel. Pinang Kencana

1.926
2.157
1.520
1.552

Dari jumlah penduduk tersebut, jika dilihat dari kualitas dalam bidang

pendidikan maka dapat dilihat secara prosentase, yang terbesar masih didominasi

oleh masyarakat yang berpendidikan SD atau sederajat, padahal pendidikan dapat

memberikan peranan utama bagi suatu kota dalam usaba peningkatan sumber

daya manusia yang berilmu pengetahuan, terampil dan kreatifitas yang tinggi

dengan disertai insane yang beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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GAMBAR 3.1
PENGANGKAT TUMPUKAN SAMPAH OLEH PETUGAS KEBERSTHAN
DI JL. RAJA HAJI FISABILILLAH KM. 7 KOTA TANJUNGPINANG

—

A
i LTI

,

GAMBAR 3.2
SALAH SATU KEGIATAN PENGUMPULAN SAMPAH YANG
DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEBERSIHAN
DI JL. BRIGJEND. KATAMSO TANJUNGPINANG
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TABEL 3.3
JUMLAH VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT BERDASARKAN
JUMLAH, VOLUME,DAN RIT / HARI JENIS TRUK SAMPAH
DI KOTA TANJUNGPINANG

5
(door to door) )
2. | ArmmRoll Truk 6
(TPS Kontainer)
- (B3x2x1lm)
| e e el e e e e e
Sumber : Hasil Pengukuran dan Observasi Lapangan Tahun 2003

Sampah yang tidak terangkut di Kota Tanjungpinang, sekitar 42,16 % dari
jumlah timbulan 456,39 m3 / hari akan terakumulasi dari hari ke hari. Hal ini
timbul dikarenakan masyarakat melakukan pembuangan di lokasi tanah kosong
(TPS liar), pembakaran sampah di perkaraﬁgan, membuang sampah ke perairan
laut / pantai dan membuang sampah ke saluran air drainase selokan.

Berdasarkan pada observasi di lapangan, pada waktu air laut pasang, maka
air laut masuk ke permukiman di tepi pantai (pelantar), sehingga sampah yang
berasal dari pembuangan di daerah permukiman penduduk (pelantar) mencemari
perairan laut, kejadian ini dapat dilibat khususnya di perairan Pelabuhan Sri
Bintan Pura Tanjungpinang, selain itu, pada waktu air laut surut menimbulkan bau
yang menyengat disekitar lingkungan permukiman penduduk (pelantar). Pada
waktu hujan, menjadi pemandangan yang biasa, di setiap jalan kota mengalami
banjir yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran drainase oleh sampah-sampah,
juga disekitar muara sungai / selokan dipenuhi oleh timbulan sampah-sampah

yang bersumber dari daerah permukiman yang dilalui oleh sungai / selokan.
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GAMBAR 3.3
PENUMPUKAN SAMPAH DI LOKASI TEPI LAUT JL. H. AGUS SALIM
KOTA TANJUNGPINANG

GAMBAR 3.4
SALAH SATU KEGIATAN PENGUMPULAN SAMPAH YANG
DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEBERSIHAN DI JL. A. KAHAR YUSUF
TANJUNGPINANG
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3.2 Kebijakan Persampahan Kota Taanjungpinang

Sebagai pusatnya pembangunan dan sesaknya kegiatan perekonomian
perdagangan dalam proses perkembangan dan pembangunan kota, sangat
berpotensi terhadap luapan sampaﬁ yang semakin hari semakin bertambah baik
secara kualitas maupun kuantitas, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang
mengikuti pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapat dirasakan adanya
penumpukan sampah pada tempat-tempat tértentu disamping pembuangan sampah
yang tidak semestinya yaitu pembuangan sampah yang dilakukan terhadap warga
masyarakat.

Masyarakat Kota Tanjungpinang_ yang mendiami  daerah-daerah
pelantar/bertempat tinggal dipinggir pantai dan daerah permukiman penduduk
yang kurang rasa tanggung jawab untuk tetap menjaga dan memelihara
lkebersihan, hal ini sangat membutuhkan suatu pemikiran secara seksama baik
pibak pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama warga masyarakat agar
terpeliharanya kebersihan lingkungan, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang
bersama warga masyarakat agar terpeliharanya kebersihan lingkungan, maka
Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menerapkan kebijaksanaannya mengambil
langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mempertegas dan meningkatkan jam pembuangan sampah sesual dengan
Qurat Edaran Walikota Tanjungpinang tentang waktu pembuangan sampah

yang disejalankan dengan truk pengangkut sampah yaitu untuk pagi hari jam




71

05.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB, dan siang / sore hari jam 12.00
WIB sampai dengan 17.00 WIB.

2. Mensosialisasikan kembali pemberian sanksi / penindakan tegas kepada para
pemilik tempat usaha dan wérga masyarakat yang melanggar kétentuan—
ketentuan dengan membuang sampah tidak pada tempatnya sesuai dengan
PERDA No. 6 Tahun 1989 temtang K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan
Keindahan Lingkungan).

3. Meningkatkan kemampuan, kemauan Aan kualitas disiplin kerja para petugas
kebersihan Kota Tanjungpinang agar lebih maksimal dalam melaksanakan
tugas yang telah dipercayakan oleh pimpil_lan.

Di Kota Tanjungpinang Jumlah produksi timbulan sampah per hari
berdasarkan jumlah penduduk tahun 2004 sebanyak 152.013 jiwa x 3 liter / jiwa /
hari adalah sekitar 456,39 m3 / hari. Jumlah produksi sampah sekitar 456,039 m3
/ hari tidak seluruhnya terangkut, berdasarkan pengukuran dan observasi
lapangan, sampah yang terangkut itu diperoleh dari jumlah truk x volume truk x
jumlah rit per hari, adalah sekitar + 264 m3 / hari atau baru sekitar 57,84 %

sampah terangkut di Kota Tanjungpinang.

3.3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sampah

Fasilitas dan sarana yang tersedia dalam pengelolaan sampah di Kota
Tanjungpinang adalah tong / bin sampah, gerobak sampah, bak sampah, TPS
Container, Kendaraan roda 2, Kendaraan roda 4, Kendaraan roda 6 yang terdiri

dari dump truck dan armroll, bulldozer dan areal TPA (lihat tabel 3.4).
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TABEL 3.4
FASILITAS DAN SARANA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
TANJUNGPINANG

B 3 5
Tahap Penanmpungan
« Bin/Tong Buah Pengadaan tahun 2001
« TPS Container . Buah 25 | Pengadaan tahun 1999
o Bak pasangan batu bata Buah 7 Pengadaan tahun 2001
2. | Tahap Pengangkutan :
« Dump Truck vol. 8 m’ Unit 5 | Pelimpahan dari
e Arm roll Truk vol 8 m3 Unit 6 | Kotip/Pemkab
o Gerobak Vol 0.8 m3 Unit 110 | Pemkab
« Gerobak Dorong 0.3 m3 Unit 50 | Pengadaan tahun 2002
Tahap Pembuangan Alkhir: Pengadaan tahun 2001
3. o Luas Areal TPA Hektar 5,5
‘ Unit 1 | Lokasi 15 K
» Bulldozer Pengadaan tahun 2001
4 Sarana Penunjang Operasional:
s Skop Buah 75
o Canglul Garpu Buzh . 125
 Canghkul Buah 125 | Pengadaan sarana
» Sapu Lidi Buah 80 | penunjang tahun 2002
¢ Sorok Sampah Buah 125
e Pungkis/Loa Buah 75
5. | Alat Pelindung diri / petugas:
o Topi Buah 350 | Pengadaan Sarana APBD
¢ Pakaian tangan panjang Potong 360 | tahun 2002
 Sepatu boot Pasang 350
e Jashujan Potong 200
] « Sarung tangan Pasang 75
————'Fas“,'tasBﬁ;'man rantor Buah 1 | Polimpahan dari Kotip
« Kendaraan Mini bus Unit 1 Tanjungpinang
Kijang Uni_t 1 | Kepulauan Riau Tahun
e Kendaraan pick up Unit 1| 2001
¢ Kendaraao roda dua

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertmanan Kota Tanjungpinang Takun 2004
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GAMBAR 3.5
KONDISI TRUK PENGANGKUTAN SAMPAH DI JL. HANG TUAH
KOTA TANJUNGPINANG

GAMBAR 3.6
SALAH SATU TPS CONTAINER YANG DI GUNAKAN SEBAGAI
TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH D1 JL. H. AGUS SALIM KOTA
TANJUNGPINANG
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3.4 Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah adalah proses pemindahan sampah dari satu tempat
ketempat yang lain. Alat atau sarana pengangkutan sampah bermacam-macam,
tergantung pada besarnya muatan, kelas / jenis sampah, jarak angkut, topografi,
pola pengangkutan sampah, ketersediaan dana, ketersediaan tenaga kerja dan
prasarana jalan.

Alat angkut yang pada saat ini sering digunakan untuk mengangkut
sampah adalah gerobak sampah, fixed truck, dump truck dan arm roll truck.
Penggunaan jenis alat angkutan tersebut tentu saja mempunyai keuntungan dan

kekurangan masing-masing.

3.5 Tempat Pembuangan Akhir

Pembuangan akhir adalah elemen terakhir dalam hal penanganan rasalah

.sampah. Di tempat pembuangan akhir sampah (TPA) sampah kemudian dikelola

sebaik mungkin agar tidak mencemari lingkungan disekitarnya. Beberapa teknik
pembuangan akhir sampah yang banyak dilakukan di daerah antara lain; open
dumping, sanitary loandfill, insenerasi dan pengomposan.

Open dumping merupakan sistem pengelolaan sistem pengolahan sampah
di TPA dengan cara menimbun sampah pada areal tertentu, kemudian diratakan.
Sistem ini sering menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara,
air maupun tanah. Dengan sistem ini dibutuhkan lahan yang cukup luas, biaya

operasionalnya relatif lebih murah.
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Pengelolaan sampah (Sarnitary landfill) di TPA dengan cara penimbunan
sampah dengan kaidah-kaidah sanitasi. Sampah yang ditimbun dan diratakan
kemudian diuruk dengan tanah lapis demi lapis. Sistem ini tidak menimbulkan
bau, tidak menjadi sarang penyakit. Biaya operasional sistem ini lebih mahal
iarena dibutuhkan tanah atau lahan yang luas untuk pengurukan,

Pengelolaan sampah di TPA dengan cara pembakaran pada suhu tinggi
(insenerasi). Dengan sistem ini tidak dibutuhkan lahan yang luas, abu sisa
pembakaran tidak menimbulkan pencem;clran, tetapi dibutuhkan dana investasi
yang besar.

Pengomposan sampah organik menjadi pupuk kompos dengan bantuan
mikroba. Pengolahan sampah organik menjadi kompos tidak menimbuikan
pencemaran. Lahan untuk TPA tidak harus luas, akan dapat menambah
pendapatan masyarakat pengelola sampah.

Tahap-tahap pengolahan sampah di TPA secara garis besar meliputi :

1. Pemilihan / seleksi sampah yang tidak bisa hancur.

2. Peralatan dan pemadatan sampah, yaitu sampah akan mengalami penyusutan
volume setelah dilakukan perataan danpemadatan + 60 %. Lapisan sampah
maksimum 3 lapisan dengan tinggi maksimum pada tiap lapis + 5 x 20 m.
Perataan dan pemadatan sampah dilakukan setiap hari dengan
bulldozerftruckdozer. Fungsi pemadatan adalah:

a. Mengurangi dan mengoptimalisasikan kebutuhan ahan.
b. Mengurangi penghamburan sampah yang belum ditutup lapisan tanah oleh

angin seminimal mungkin.
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¢. Proses pembusukan sampah relatif akan lebih cepat.
d. Mengurangi proses methanisasi (keluarnya gas methan).

3. Proses pengisian sampah dan pelapisan / penutupan tanah. Dalam proses ini
penutupan lapisan tanah akhir setelah lapisan sampah mencapai tinggi yang

dikehendaki + 1 m dan tebal lapisan tanah + 20 cm.

3.6 Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang

Sistem pengelolaan sampah di Kofa Tanjungpinang dilihat pada berbagai
komponen-komponen subsistem yang saling mendukung satu dengan lainnya,
sehingga masing masing komponen tersebut’ saling berinteraksi untuk mencapai
tujuan, yaitu mewujudkan Tanjungpinang sebagai kota yang bersih, sehat dan
teratur. Komponen-komponen tersebut adalah sub sistem organisasi dan
manajemen, seperii; sub sistem institusi/dinas terkait dengan masalah lingkungan
hidup (Dinas Kebersihan, Bapedalda, Kesehatan dan lainnya), sub sistem teknik
operasional kebersihan lingkungan kota (Dinas Kebersihan), sub sistem
pembiayaan (Pemerintah Kota), sub sistem hukum dan peraturan (Bapedalda

Kota) dan sub sistem peran serta masyarakat.

3.7 Dinas Kebersihan Kota Tanjungpinang

Perkantoran adalah suatu bangunah yang menjadi tempat atau domisili
suatu organisasi, tempat melaksanakan kegiatan administratif dan lambang
keberadaan organisasi (H.A.S. Moenir, 2002: 48). Perkantoran mempunyai arti

yang lebih terarah kepada peranan yang dilakukan oleh organisasi di dalam

£ T e S T
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bangunan kantor itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pelayanan kegiatan
administrasi secara luas, yaitu penyelenggaraan kegiatan organisasi untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perkantoran mempunyai tiga fungsi utama
yang satu sama lainnya berjalan dalam satu sistem, adapun tiga fungsi utama
perkantoran tersebut ialah; sebagai pusat pemikiran, sebagai pusat administrasi
(pelayanan) dan sebagai pusat data dan informasi (Moenir, 2002 : 48).

Dinas Kebersihan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota dan
mempunyai tugas dalam penyelenggara.an di bidang Kebersihan Kota yang
berorientasi pada pelayanan publik. Disamping bersifat sosial, juga mengharuskan
Kepala Dinas untuk melakukan penataan qrganisasi kerjanya guna menjamin
kelancaran dan kelangsungan usaha sesuai_ dengan fungsinya sebagai perumus
kebijakan teknis dan pelayanan di bidang perhubungan.

Tanpa struktur organisasi yang kuat maka akan dapat mengakibatkan
instabilitas dalam menjalankan berbagai program yang direncanakan. Sejalan
dengan semakin berkembangnya mobilitas program kerja yang menuntut adanya
penyesuaian-penyesuaian dalam struktur organisasi, maka semakin meluas pula
tugas dan tanggung jawab serta fungsinya untuk dapat memberikan pelayanan
yang baik terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menjalankan misi tugas dan fungsi dalam melayani
serta menertibkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di bidang kebersihan
lingkungan, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang
memiliki pegawai yang merupakan sebagai motor penggerak organisasi sebanyak

57 orang. Pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang dikelola oleh Dinas
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Kebersihan dan Pertamanan. Khususnya Sub Dinas Kebersihan yang ditangani
oleh seksi Pengolahan Kebersihan dan Pertamanan yang baru didirikan pada tahun
2001, dimana keterbatasan para pegawai masih merupakan kendala (lihat tabel

3.5). seperti halnya pegawai yangnmenjalan'kan program Sub Dinas Kebersihah

dan Pertamanan masih dirjangkap oleh Sub Dinas Pertamanan.

~ | TABEL 3.5
DATA KEPEGAWAIAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA TANJUNGPINANG

1 i Penata Tk 1 (II/d)
2 Kepala Tata Usaha Penatalli/fc -
3 Kasubdin Pertamanan Penata I /b
4 Kasubdin Kebersihan | Penata I/ b Sarjana Muda 1
| Kesehatan
5 Kasubag Keuangan dan Penata Muda I / a 81 1
perlengkapan
6 Staf 3 Penata Muda s1 1
7 Staf ‘ Pengatur Muda Tk. 1 SMA 2
: (i/b)
Staf : Pengatur Muda Tk. I ST™M 1
i Pengatur Muda (I1/ a) SMP
Juru(1/¢) SD

\Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2003.

Sumber : Dinas Kebersihan dan

Sedangkan untuk% petugas operasional sampah dilapangan yang merupakan
sebagai tenaga lepas, terllihat dalam tabel 4.6 sebagai berikut
TABEL 3.6

DISTRIBUSI PETUGAS OPERASIONAL PENGELOLA SAMPAH DI
- KOTA TANJUNGPINANG

i i e e g BT S e
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i iR oo
Crew / Anggota Tiuk
Penyapu di TPS
Penyapu Jalan
Penyapu Taman

Jumlah A 197

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

TABEL 3.7
DISTRIBUSI TINGKAT PENDIDIKAN PETUGAS PENGELOLA
SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003

Sopir Truk/ Roda 4
Crew / Anggota Truk
Penyapu di TPS
Penyapu Jalan
Penyapu Taman

00 =] Oh LA B W B e

Jumlah
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2003

371 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Tanjungpinang
KEPALA
JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA
v _ 4 L
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM,
EVALUASI KEUANGAN PERLENGKAPAN,
PFI.APORAN KEPEGAWAIAN
¥ v
SUB DINAS KEBERSIHAN SUB DINASPERTAMANAN
] 1
SEKSI PENGELOLAAN »|  SEKSIPERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

» KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN
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Keterangan:

Kepala Dinas, bertugas :

e Membantu Wali Kota dalam penyelenggraan Pemerintahan Kota
Tanjungpinang di Bidang Kebel;-sihan Linglcungan.

o Pelaksanaan teknis, pembinaan dan perizinan.

e Pengelolaan Kepegawaian, kenangan dan perlengkapan dalam perawatan
material. |

e Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian serta
menganalisa dan evaluasi segala kegiatan, kejadian yang berkaitan dengan

kebersihan lingkungan.

Sub Bagian Tata Usaha, bertugas :

e Melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, peralatan dan
perlengkapan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian.

e Penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan serta penyusunan naskah
dan peraturan pelaksanaan keputusan-keputusan, instruksi-instruksi dan

menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kebersihan.

Kelompok Jabatan Fungsiol;al, bertugas :
e Melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Kebersihan
dan Petamanan sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing,
Sesuai dengan perkembangan dalam bidang perekonomian dan tata

pemerintahan di Indonesia yang menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta

e e e Ty SE e e et
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masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka
ragaman Daerah, maka hak dan kewajiban Pemerintah Daerah antara lain
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kuantitas dan kualitas dari pelayanan tersebut sangat dipengaruhi
oleh kemampuan Pemerintah Daerah di dalam menyediakan sarana dan prasarana
pelayan. Untuk memenuhi pembiayaan dalam rangka memberikan pelayan kepada
masyarakat, maka Daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur rumah
tangganya sendiri.

Sebagai lembaga teknis yang sifatnya memberikan pelayanan secara
langsung kepada masyarakat, maka dengan mengoptimalkan efisiensi dan
efektifitas sumber daya yang ada, baik sumber daya alam mﬁupun sumber daya
manusia agar siap dalam mengantisipasi perkembangan era globalisasi. Oleh
karena itu, untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dalam rangka
otonomi daerah sehingga harus terus berusaha untuk menggali sumber daya

manusia, baik yang bersifat intensifikasi, maupun yang bersifat ekstensifikasi.

3.7.2  Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas kerja di kebersihan dan pertamanan,
sehingga dapat memperlancar laju pertumbuhan perekonomian masyarakat
sehingga mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong

pembangunan, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

memeliki visi dan misi yang harus tetap dijalankan.
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3.7.2.1 Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

¢ Menjadikan kota Tanjungpinang sebagai kota yang bersih, tertib dan bersinar.

e Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan lingkungan yang memadai
dalam rangka pembinaan dari. penyelenggaraan kebersihan sesuai dengan
perkembagan dan tuntutan masyarakat.

e Memperlancar urat nadi kehidupan masyarakat dalam rangka mobilisasi
barang, orahg dan jasa berupaya seca:a‘berkesinambungan.

¢ Mengembangkan pelayanan kebersihan yang serasi, seimbang dan terpadu

dengan membangun sektor lain tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan

serta memperhatikan kemampuan sumber daya dan potensi daerah.

3.7.2.2 Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

Menggali dan berusaha meningkatkan Sumber Daya Manusia guna mencapai

sasaran dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka pelayanan

prima.

Berupaya menyediakan fasilitas kebersihan sesuai dengan kebutuhan serta
perkembangan masyarakat secara merata dan terjangkau.

¢ Meningkatkan peran petugas dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan
yang tertib, aman, nyamatf, cepat, tepat dan lancar.

Memperhatikan perkembangan dan tuntutan masyarakat dengan menyediakan

fasilitas kebersihan yang baik.

¢ Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan yang merata dan terjangkau.
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Dalam setiap fungsi baku tersebut, terdapat faktor-faktor yang terlibat
dalam penyelenggraannya. Ada dua faktor yang terlibat dalam pelaksanaan dari
fungsi-fungsi tersebut yakni faktor internal yang berada dalam penguasaan
organisasi, dan faktor eksternal yané berada di luar penguasaan organisasi.

Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Tanjungpinang ada 8 orang dan struktur jabatan baru terisi 3 jabatan, yaitu Kepala
Dinas, Kepala "Subdinas Pertamanan dan Kebersihan dan Kepala Sub bagian
Keuangan dan perlengkapan. Sedangkan jabatan Kepala Sub Dinas Kebersihan

masih dirangkap oleh Kepala Sub dinas Pertamanan.
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BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
TANJUNGPINANG

4.1 Analisis Terhadap Timbulnya Penimbunan Sampah Di Kota

Fanjungpinang |

Awal timbulnya penumpukan sampah. di sekitar permukiman masyakat Kota
Tanjungpinang, dikarenakan oleh adanya‘ pemakaian bahan kebutuhan rumah
tangga yang semakin meningkat dan ditambah pula dengan perkembangan
permukiman penduduk yang tidak merata yang diakibatkan oleh semakin
meningkatnya kaum migran dan urbanis yané memerlukan tempat tinggal untuk
mencukupi kebutuhan akan tempat tinggal; Oleh karena hal. ini berlangsung
secara terus menerus, lama kelamaan semakin bertambah, dan pada akhirnya
‘menjadi permukiman yang padat dan berakibat menjadi kumuh dan liar. Hal itu,
tentunya tidak terlepas dari berkembangnya perkampungan kumuh di Kecamatan :
Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari,

wilayah Kota Tanjungpinang.

4.1.1 Pertumbuhan dan Pola Perkembangan Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada saat ini selain merupakan sebagai Ibu Kota
Propinsi Kepulauan Riau, juga dikenal sebagai kota wisata, perniagaan dan juga
merupakan sebagai pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang. Disamping itu, Kota
Tanjungpinang juga tidak terlepas dari adanya permukiman kumuh dan liar, yang

tentunya muncul diakibatkan oleh lajunya perkembangan kota. Adapun lokasi
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permukiman kumuh yang menjadi tempat penimbunan sampah tersebut adalah
wilayah; Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Kemboja, Kelurahan
Tanjung Unggat.

Dengan semakin besamyé- jumlah penduduk perkotaan, maka dapat
menimbulkan masalah kelangkaan lahan, karena antara kebutuhan lahan kota
dengan ketersediaan labhan yang digunakan untuk perkembangan kota tidak
seimbang,

Pada lingkaran terdalam kedua itulah terletak kampung kota. Kemudian
semakin bertambahnya penduduk baik karena disebabkan oleh keberadaan para
migrant dan urbanis, sejalan dengan laju perkembangan kota, sehingga
perkampungan dan daerah terbangun lainnya akan berkembang secara terus
menerus secara kurang teratur dan terawasi. Pada akhirnya permukiman yang
muncul adalah perkampungan yang padat, kumuh, liar, tidak tertib, dan tidak
teratur.

Pertumbuhan Kota Tanjungpinang diawali dari aglomerasi 3 (tiga) distrik:
(lihat lampiran perkembangan Kota Tanjungpinang dari masa ke masa):

e Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, Tanjung
Unggat, Kampung Bugis, Senggarang.

e Kota Lama / Old City.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan Kota Tanjungpinang, dapat

di lihat dalam lampiran gambar peta, sebagat berikut :

T e T T L
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Selama puluhan tahun distrik-distrik tersebut berfungsi dan berperan
sebagai permukiman terpadat dan sebagai pusat kawasan bisnis terbesar di Kota
Tanjungpinang. Peran tersebut semakin besar setelah pemerintah membangun
dermaga pelabuhan Kota Tanjungpihang. Selanjutnya perkembangan permukiman
di Kota Tanjungpinang berkembang cepat kearah Timur atau Km 10, sejak tahun
1970-an pengembangan permukiman mulai menyebar ke berbagai arah mengikuti
koﬁdor regionhl; Timur ke arah Km 9 - 10, dan Senggarang. Barat ke arah
Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Kota. Berbagai perencanaan pada saat
ini sedang dipersiapkan untuk merealisasikan Kota Tanjungpinang menjadi
sebuah Ibu Kota Propinsi Kepulauan Riau.

Dengan memperhatikan perkembangan permukiman Kota Tanjungpinang
tersebut, maka dapat dikelompokkan bahwa:

e Pada lingkaran pertama terdapat pusat pemerintahan, yang berupa perkantoran
dan pusat bisnis yang memanjang di sepanjang jalan Merdeka ,jalan pos, jalan
temiang, jalan tengku umar, jalan hang tuah , jalan mesjid raya, jalan bintan,
yang dilayani angkutan sampahnya melalui penyapuan dan pengangkut
sampah langsung diambil petugas depan tempat pinggiran pertokoan. Sesuai
jadwal yang ditetapkan.

e Lingkaran Kedua adalah pusat perdagangan yang berpusat di Km 9 dan 10
yang dihuni oleh pendatang serta dikelilingi oleh perumahan rakyat.

o Pada lingkaran ketiga merupakan lokasi yang akan dijadikan sebagai bakal
pusat kota baru di Tanjungpinang yaitu wilayah Senggarang yang saat ini baru

tahap awal pelayanan.
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e Pada lingkaran keempat adalah merupakan lokasi perkampungan rakyat yaitu :
tanjung unggat, Dompak, Kampung Bugis, Kota Piring, Sungai jang, dilayani
disamping penyapuan TPS-TPS terdekat, pemungutan langsung perumahan

tentara yang dipinggir jalan umum.

4.1,2 Timbulnya Penimbunan Sampah Di Kota Tanjungpinang

Pada tahun 2004 Pemerintah Kofa melakukan survey penelitian tentang
kpndisi permukiman di Kota Tanjungpinang, dimana dari hasil penelitian tersebut
didapatkan babwa terdapat permukiman yang menyebabkan terjadinya
penimbunan sampah rumah tangga yang tersebar di kota Tanjungpinang, di
permukiman-permukiman padat, di tempat-tempat keramaian, karena kenyataan di
lapangan bahwa pola tempat tinggal penduduk selalu memanfaatkan tempat
tinggal yang berupa perumahan ataupun tempat tinggal yang berbentuk rumah
toko, rumah kantor dan toko serta rumah-rumah sewa, baik difungsikan sebagai
tempat tinggal permanen ataupun sementara sebagai penghasil sampah.

Oleh karena itu penempatan lokasi-lokasi TPS menjadi prioritas pertama

dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1
LOKASI PENEMPATAN TPS CONTAINER DI KOTA
TANJUNGPINANG

e S Rl R RN e e

Kel. T Junmang 'I‘:ur
(JLBrig Katamso,Ir. Juanda, Kartika)

Kel. Tanjung Unggat.(J1.St. Mahmud)

Kel. Tanjung Ayun Sakii

()1 Pramuka, R. Al haji)
Kel. Kampung Baru
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(Jl Dr. Sutomo Wuatuo)
Kel. Tanjungpinang Kota
(J1.Diponogora)

Kel. Kampung Bulang
(J1.Sukarno Hatta)

-} Kel Kamboja

(J1. Kamboja)

Kel. Sei Jang

(31.SukarnoHatta, A.Rahman Haklm)
Kel Tanjungpinang Barat

Sumber Dmas Kebemhan Dan Peﬁamanan Kota Tan_;ungpmang Tahun 2004

Kondisi sampah di Kota Tanjungpinang tersebut dilihat dari standar untuk
suaty kebersihan lingkungan di wilayah kota, dapat dikatakan sudah mulai
memenuhi standar sebagai lingkungan yang i)ersih bagi suatu wilayah perkotaan
yang layak bagi tempat hunian masyarakat; walaupun masih terdapat timbunan-
timbunan kecil dari sampah rumah tangga pada tempa;t-tempat tertentu. Karena

- kondisi yang masih terlihat agak kotor, kumuh dan tidak sehat tersebut, sehingga
dikatakan kurang bersih. Disamping itu, jelas merusak pemandangan dan
keindahan kota.

Sumber timbunan sampah di Kota Tanjungpinang, berasal dari lokasi
permukiman penduduk, pasar, pertokoan/tempat komersil, hotel, wisma,
penginapan, rumah makan/re§taurant, sampah jalanan dan taman, sampah saluran
pembuangan di tepi jalan, sampah perkantoran/istansi, fasilitas umum, dan
industri. Sedangkan yang merupakan sumber timbulan sampah terbesar adalah

berasal dari permukiman penduduk, yaitu 75,8% (lihat tabel. 4.2).

£ e et e e
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TABEL 4.2
SUMBER TIMBUNAN SAMPAH DAN JUMLAH PRODUKSI SAMPAH
DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG

e
Permukiman Pen
Pasar dan Pertokoan
Hotel, Wisma, Penginapan, Restaurant
Sampah Jalan
Perkantoran / Institusi dan Fasilitas Umum
Kawasan Indusiri ;
TOMaN. e sy o

Pada tabel 4.3 tentang Karakteristik pengumpul Sampah terlihat

gambarnya sebagai berikut :

TABEL 4.3
KARAKTERISTIK PENGUMPUL SAMPAH

A i e B
52 11
SD/ Sederajat 49 20
SLTT / Sederajat 48 18
SLTA / Sederajat 45 10
Diploma 3 -
197 100 63 59
s e ST S e v G D T e

Sumber : Data Olahan Quesioner.

Dari data quesioner terlihat jumlah petugas kebersihan didominasi oleh
petugas yang berpendidikan SLTA ke bawah berjumlah 194 orang atau 99 % dari
jumiah keseluruhanya. Hal irli menggambarkan bahwa para petugas kebersihan
secara umum tidak memerlukan orang yang berpendidikan akan tetapi orang yang
ingin dan mau serta mampu melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh
lembaga dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui pengaturan yang

terinci oleh pengawas lapangan.
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Namun demikian walaupun pendidikannya rata-rata tidak tinggi akan
tetapi pekerjaan kebersihan itu merupakan pekerjaan sampingan bukan merupakan
pekerjaan pokok, hal ini terlihat dari jawabannya rata-rata menjawab diatas 59 %
dari setiap tingkat pendidikan , apa;lagi jika dilihat dari keselurubannya mencapai
68 % yang merupakan pekerjaan sampingan.

Dapat dimaklumi kalau suatu pekerjaan itu tidak menjadi pekerjaan pokok,
sehingga yang "bersangkutan terburu oleh v.i/aktu, merasa pekerjaan dikerjakan asal
ada kegiatan oleh pengawas. Hal ini juga tergambar dari semua petugas yang tidak
mau pekerjaanya diawasi menjawab diatas 60% dari berbagai tingkat pendidikan
atau serta keseluruhanya mencapai 70 % rata-rata tidak perlu ada pengawasan.

Sehingga didapat kesimpulan sementara, bahwa petugas kebersihan dan
pertamanan kota Tanjungpinang ini berpendidikan rendah, mempunyai pekerjaan
sampingan serta bekerja semaunya tanpa ada pengawasan, hal ini akan
menyebabkan sulit menyampaikan pesan dan petunjuk tentang tata cara pekerjaan
yang sesungguhnya, karena pendidikan yang rendah dan pertambahan beban kerja
yang selalu dibayangi oleh pekerjaan tambahan serta merasa malu, khawatir
apabila ada pekerjaanya di awasi. Pekerjaan tanpa diawasi membuat pemikiran
para petugas bekerja terpengaruh oleh kondisi-kondisi sekitarnya, yang kadang

kala membuat kegiatan rutin petugas terabaikan.

TABEL 4.4
KARAKTERISTIK DAN TINGKAT PENDIDIKAN PEMUKA
MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG




Sumber : hasil survei tahun 2005
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Dari hasil Quisioner teréebut , menggémbarkan bahwa tokoh masyarakat
memliki pendi.dikan diatas Sekolah lanjutan Atas (SLTA), bahkan ada yang
berpendidikan éarjana, menempati urutan.‘pertama dan mempunyai penghasitan
rata-rata diatas UMR yang ada di Kota Tanjungpinang .

Dengan demikian jawaban yang diperoleh sangat membantu dalam upaya
— upaya Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam
mengambil suatu kebijakan-kebijakan kedepan terutama menyangkut kebersihan
lingkungan.

Mengenai Persepsi Tokoh Masyarakat tentang kegiatan pengumpulan
sampah di Kota Tanjungpinang dapat di lihat tabel 4.5 berikut :

TABEL 4.5

PERSEPSI PEMUKA MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN
PENGUMPUL SAMPAH

T
U

e FEARNERLR DR
P%ﬁxi-f&i%::??" A e

2. | Armada Kebersihan - masih kurang alat 20 (66,6%)
Kota dan petugas
pengumpul sampah
3. Penyuluhan tentang - masih jarang 24 (80%)

Kebersihan dilaksanakan

o Fm R T <



dilinglungan sekitar | baik
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membayar iuran
sampah schingga
pekerja bekerja tidak
maksimal

19 (63,3%)

Sumber :Hasil survéf tahun 2005

Dari quisioner di dapat kesimpulan awal, bahwa memang untuk mendapat
kebersihan sesuai dengan yang diinginkan memerlukan petugas. Mentaati jadwal,
sebagaimana terlihat 27 orang dari 30 orang pemuka masyarakat menginginkan
hal tersebut, keaslian pelayanan sampah disekitar harus terlaksana dengan baik
terlihat dari jumlah tokoh masyarakat yang menjawab 17 orang atau 56,6 % dari

jumlah 30 orang tokoh masyarakat.
Untuk kegiatan penyuluhan kebersihan , armada dan partisipasi
masyarakat secara nyata masih belum menunjukan penyesuaian dengan kegiatan,

volume kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang yang

sesungguhnya.

Petuga
Sumber: Data olahan Quesioner tahun 2004

TABEL 4.6
PERSEPSI DAN PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG SAMPAH DI

KOTA TANJUNGPINANG

R

TONER]
=

58

Masyarakat 25 orang
Pegawai Dinas Kebersihan 15 orang

Kebersihan 150 oran,

P T
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Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ternyata
pemahaman masyarakat Kota Tanjungpinang tentang sampah sampah pada
umumnya sudah cukup baik berkisar antara 60 — 86 persen. Namun dalam
realitanya dilapangan masih baﬁyak terlihat penimbunan sampah liar yang
terdapat disekitar pekarangan tempat tinggal mereka. Hal ini tentu saja
menimbulkan suatu pertanyaan mengapa sampai terjadi demikian. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing
individu yang bersangkutan. Karena hal ini menyangkut kesadaran seseorang
tersebut tentang pentingnya kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.

Untuk mengatasi hal ini, sebenarnya Pemerintah Kota Tanjungpinang telah
merealisasikan beberapa program yang berkaitan dengan masalah kebersihan,
yang diantaranya adalah kegiatan Jum’at bersih yang dilakukan pada setiap hari
jum’at. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh masyarakat mulai dari lingkungan
Pemerintah Kota, Lingkungan lembaga pendidikan, dan masyarakat sekitarnya

diwajibkan untuk ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

4.2 Kondisi Empiris Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sampah Di

Kota Tanjungpinang

Undang-undang Nomtor 14 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5, 6 dan 19 secara jelas

menyebutkan bahwa:
1. Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta

menanggulangi kerusakan dan pencemarannya (Pasal 5 ayat (2)).
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2. Setiap Orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam
rangka pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 6 ayat (1)),
3. Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan
lingkungan Hidup (Pasal 19). |
Kebijakan Pemerintah - dalam pembangunan ialah mengikutsertakan
masyarakat semaksimal mungkin atau sering disebutkan sebagai peran serta
masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang dan
Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, maka tujuan dasar dari partisipasi
masyarakat adalah:
1. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan negara;
3. Membantu pemerintah untuk dapat mengambil kebijaksanaan dan keputusan
yang lebth baik dan cepat.
Tiga hal tersebut merupakan tujuan dasar yang kemudian dipecah menjadi

tujuan dan kegunaan yang lebih terperinci lagi.

4.2.1 Sumber Kerusakan Lingkungan

Setiap orang mempengaruhi lingkungan hidupnya, makin besar jumlah
orangnya, maka semakin besar pula potensi pengaruhnya. Penelitian di dalam dan
di luar negeri menunjukkan bahwa hal ini tefjadi juga pada pola hidup
masyarakat. Dengan pertumbuhan jumlah penduduknya mereka melakukan
eksploitasi lebih pada sumber daya alamnya sehingga terjadi kerusakan.

Kerusakan yang terjadi pada umumnya tidak besar dan luas, karena jumlah
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penduduknya yang kecil dan teknologi yang digunakan pun masih sederhana.
Tetapi sejarah mencatat juga bahwa keruntuhan suatu negara disebabkan pula oleh
kerusakan lingkungan hidup, misalnya Mesopotamia. Didaerah permukiman
kumuh di Tanjungpinang, terdapét timbupan limbah sampah domestik, yang
tingkat pencemarannya mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan
jumlah penduduknya, sehingga pada suatu saat nanti bukan tidak mungkin akan
menjadi sumb er penyakit.

Bersamaan dengan pertambahan jumlah penduduk, maka jumlah
pendapatan masyarakat juga mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah pendapatan
dan pengaruh pola hidup konsumtif yang disebarkan melalui advertensi yang
canggih telah mendorong masyarakat untuk mengikuti pola hidup seperti ini. Pola
hidup yang konsumtif ini mempunyai dua dampak terhadap lingkungan hidup.
Pertama, pola hidup terseBut membutuhkan dana yang semakin besar. Untuk
mendapatkan dana itu eksploitasi sumber daya alam makin meningkat dan telah
mencapai pada tingkat yang membahayakan, misalnya terjadi kerusakan atau
pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penimbunan limbah sampah rumah
tangga maupun industeri. Kedua, tingkat konsumsi yang semakin tinggi, mulai
dari bahan makanan dan kemasannya sampai pada BBM. Sehingga limbah yang
dihasilkan dari sisa bahan konisumsi tersebut akan semakin besar pula. Sementara
itu, pendapatan kita untuk menangani masalah sampah masih terbatas, akibatnya
di daerah perkotaan maupun pedésaan banyak sampah yang tertumpuk atau
berserakan.

Lebih-lebih lagi di wilayah perkotaan, hanya sebagian saja sampah yang
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terangkut oleh petugas sampah dari Dinas Kebersihan kota. Sampah yang tidak
terangkut kemudian menumpuk atau berserakan, yang kemudian menjadi tempat
berkembang wabah penyakit. Disamping itu, banyak pula penduduk yang
berusaha untuk memusnahkan samﬁah terseebut dengan membakarnya. Cara ini,
akan menghasilkan zat-zat pencemar lainnya yang akan jauh lebih berbahaya.
Pembakaran sampah dengan instalasi incinerator perlu juga dilakukan dengan
hati-hati, karen"banyak incinerator di negara maju ternyata menghasilkan dioksin.
Oleh karena itu, hendakiah digunakan sewaktu pembakaran sampah.

Sementara itu, sampah yang terangkut tidak dikelola dengan baik. Tempat
pembuangan akhir sampah pada umumnya menjadi sumber masalah pencemaran,
yang antara lain menyebabkan bau busuk, pencemaran peréiran, dan sumber
penyakit yang dapat ditularkan oleh hewan, seperti lalat dan tikus. Padahal untuk
menjadikan kota yang bersih, sehat dan teratur serta berkelanjutan sebagai sebuah
Vproses kreatif mencari keseimbangan yang luas antara pembangunan dengan
pengelolaan lingkungan, walaupun dua persoalan ini memiliki urutan yang sama

dalam pelaksanaannya.

4.2.2 Upaya Masyarakat Dalam Memelihara Kebersihan di Kota
Tanjungpinang
Kebersihan adalah sangat tergantung dengan sejauh mana tingkat
kesadaran masyarakat dalam keikut sertaannya untuk menunjang usaha dalam
meningkatkan kebersihan lingkungan kota Oleh karena itu, bagaimana cara

meningkatkan kesadaran masyarakat dan dengan modal kesadaran itu, masyarakat
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ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan kebersihan dilingkungannya masing-
masing yang dalam prakteknya tidak ada lagi masyarakat yang mau membuang
sampah sembarangan tidak pada tempatnya.

Bertitik tolak dari pengertiah tersebut diatas, maka untuk meningkatkan
kebersihan dilingkungan Kota Tanjungpinang perlu diadakan penambahan jam
kerja bagi para petugas kebersihan agar masalah persampahan dapat ditanggulangi
dengan baik. Guna mencapai sasaran/target untuk memelihara dan menjaga
kebersihan lingkungan Kota Tanjungpinang, tidak hanya berfokus pada para
petugas kebersihan saja, tetapi perlu adanya dukungan dari segenap lapisan
masyarakat untuk bersama-sama memeliharanya. Pemerintah dapat mengalihkan
fungsinya menjadi regulator dalam proses pengelolaan sampah yang berpihak
pada kesechatan dan keselamatan masyarakat. Kebijakan pengolahan sampah di
perkotaan sebaiknya diarahkan pada penggunaan teknologi ramah lingkungan,
mengurangi dan memanfaatkan sampah sebanyak mungkin sebelum dibawa ke
TPA

Sampah mempunyai potensi yang berdampak negatif untuk mencemari
lingkungan, masyarakat beranggapan bahwa sampah dapat menimbulkan perasaan
tidak estetik, perasaan kotor dan mengganggu pandangan mata.

Sampah organik akan membusuk dan menimbulkan bau yang yang akan
mencemari udara. Jika terkena air dan mémbusuk juga akan mencemari air
disekelilingnya, baik dengan bau, warna penyakit dan mikro organisme patogen
lainnya. Pencemaran melalui aliran sungai akan cepat menyebar ke daerah hilir

sungai.
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Potensi negatif dari sampah menurut Sudarso dapat menjadikan :

1. Tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus.

2. Menjadi sumber pengotoran tanah, air permukaan, air tanah maupun udara.

3. Dapat menjadi sumber dan. tempat‘ hidup dari kuman-kuman yang

membahayakan kesehatan. -

Dampak sampah terhadap kesehatan cukup besar karena sampah yang
mencemari lingkungan akan menimbulkan penyakit (Gumbira, 1986). Pola
penyebaran penyakit terutama penyakit menular, sangat dipengaruhi oleh faktor-
faktor kontak antara penyebab penyakit, media penyebaran dan individu yang
rentan terhadap penyakit (inang).

Faktor biologis (bakteri, virus, kapang, khamir dan parasit) yang
disebabkan oleh pencemaran sampah, ternyata dapat menimbulkan penyakit pada
manusia, bahkan dapat menularkannya kemasyarakat. Banyak hasil penelitian
menunjukkan bahwa faktor lingkungan memegang peranan yang lebih khusus
dalam kasus-kasus penyakit menular melalui alat pencernaan, seperti tipus, kolera

dan disentri. Diharapkan upaya-upaya masyarakat dalam pengelolaan kebersihan

- dan kesehatan yang berwawasan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya,

diawali dari penghasil sampah sampai dengan pembuangan akhir yang terpola
sedemikian rupa dengan melakukan pemisahan jenis sampah rumah tangga dalam
kantong-kantong yang terpisah sebelum dibuang pada TPS-TPS terdekat,

sehingga diharapkan masyarakat melakukan secara mandiri pemilahan sampah

dalam wadahnya
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4.3 Analisis Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Karakteristik
Petugas Kebersihan Kota Tanjungpinang Dalam Kegiatan
Pengumpulan Sampah
Permasalahan sampah sangat identik dengan masalah kebersihan

lingkungan di Kota Tanjungpinang, karena sebagian besar dari masyarakat
khususnya para petugas kebersihan kota adalah orang yang terlibat langsung
dalam masalah kebersihan tersebut. Dalam kegiatan pengumpulan sampah rumah
tangga yang dilakukan oleh ﬁara petugas kebersihan kota, sampai saat ini
dirasakan masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dari hasil
survey di lapangan dapat diketahui bahwa, para petugas kebersihan tersebut hanya
mengambil tumpukan sampah yang ada dalam bak/tong sampah saja, sedangkan
sampah-sampah yang masih berserakan atau beterbangan di jalan, dibiarkan saja
sehingga masih terlihat sisa-sisa sampah yang bertebaran di jalan dan lingkungan
sekitarnya.

Sedangkan para petugas penyapu jalan yang bekerja sebagai pengumpul
atau penyapu jalan dalam hal ini hanya melakukan tugasnya sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan, sehingga apabila tugas mereka telah
selesai dan waktu kerjanya telah habis mereka langsung pulang, tidak
menyelesaikan pengumpulan sampah ditempat tertentu (seperti gang dan lorong
sempit yang sulit dijangkau oleh gerobak atau truk pengangkut sampah). Hal ini
disebabkan karena diantara para petugas penyapu jalan tersebut ada yang

memiliki pekerjaan sampingan selain sebagai petugas kebersihan.
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Dari hasil pengamatan mengenai perilaku para petugas pengumpul sampah
dalam melakukan pengumpulan sampah, terdapat beberapa faktor yang menjadi
penyebab masih belum meningkatnya kegiatan pengumpulan sampah tersebut,
diantaranya adalah: |
1. Faktor masih kurangnya kesadaran dari masing-masing individu dari para

petugas kebersihan terhadap tugas yang di embannya.

2. Faktor waktu kerja yang sangat .' terbatas, schingga dalam kegiatan
pengumpulan sampah masih terkesan terburu-buru.

3. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi Dinas Kebersihan
dalam mengkoordinir pengumpulan sampah.

4. Faktor pemberian upah / gaji yang diterima oleh para petugas kebersihan
tersebut masih jauh di bawah standar UMR, sedangkan pekerjaan yang
dilakukan mengandung resiko yang sangat besar terhadap kesehatan.

Untuk mengetahui lebih jelas prosentase mengenai perilaku petugas
pengumpul sampah tersebut berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat dilihat pada
tabel 4.7 berikut:

TABEL 4.7
PERILAKU PETUGAS KEBERSIHAN DALAM MELAKUKAN
KEGIATAN PENGUMPULAN SAMPAH BERDASARKAN FAKTOR

PENYEBAB BELUM MENINGKATNYA KEGIATAN PENGUMPULAN
) SAMFPAH

Waktu ketja terbatas
. Kurang pengawasan
1 Pembenan upahl__]lm _

Sumber Anahs:s Has:! Ques:oner Ta un 2004
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Beberapa faktor tersebut, sangat memberikan pengaruh terhadap perilaku
para petugas kebersiban, karena permasalahan ini merupakan suatu persoalan
yang sangat penting untuk segera mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota.
Apabila permasalahan tersebut maéih belum dapat diselesaikan dengan baik oleh
pemerintah kota, maka tidak akan mungkin pekerjaan tersebut dapat dilakukan
secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Terutama dalam hal yang bersifat
krusial, yaitu masalah pemberian upah "/ gaji para petugas kebersihan guna
meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya. Mengenai upah / gaji para

petugas kebersihan tersebut, klasifikasinya dapat dilihat pada tabel 4.8, berikut:

TABEL 4.8
KLASIFIKASI JUMLAH PENDAPATAN UPAH/GAJI PETUGAS
KEBERSIHAN KOTA TANJUNGPINANG

r
Pekerja Pengumpul dengan
Truk Pengangkut

Pekerja Penyapu Tepi Jalan 300 —350 ribu

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Tahun 2004.

300 — 350 ribu

Jika dilihat dari klasifikasi hasil pendapat para petugas kebersihan kota
Tanjungpinang sebagaimana yang tercantum dalam tabel diatas, maka sudah dapat
disimpulkan bahwa jumlah upah/gaji pekerja sampah yang tergolong cukup
hanyalah para sopir truk sampah yang yang jumlah pendapatannya antara 500 —
600 ribu rupiah perbulan. Sedangkan bagi para pekerja biasa, yaitu sebagai
pengumpul dan penyapu sampah ditepi jalan hanya berpenghasilan antara 300 —

350 setiap bulannya, sudah tentu tidak akan cukup untuk membiayai kehidupan
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keluarganya sehari-hari. Jangankan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan
anak-anak mereka, untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari saja tidak
mencukupi. Oleh karena itu, banyak diantara para pekerja kebersihan tersebut
yang bekerja sampingan setelah mélakukan icetja pengumpulan sampah. Diantara
pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh para pekerja sampah itu, adalah
memungut bahan-bahan bekas seperti; aluminium kaleng, besi, tembaga bekas
kabel, plastik, dan sebagainya, kemudian dijual kepada agen penampungan yang
ada di kota Tanjungpinang.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sampah ini, terdapat beberapa
usaha yang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka
menciptakan lingkungan yang bersih, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah yang dikoordinasi oleh Dinas
Kebersihan, dengan cara membagi tugas antara petugas pengangkut sampah
dengan petugas pengumpul (penyapu) sampah.

2. Melakukan kegiatan “Jum’at Bersih” yang dilakukan setiap hari jum’at.

3. Penataan lokasi permukiman masyarakat yang dikategorikan kumuh dan liar.

Beberapa kebijakan Pemerintah Kota tersebut adalah bertujuan untuk
menciptakan kondisi lingkungan perkotaan yang bersih dan tertata dengan baik di
wilayah Kota Tanjungpinang. °

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioher yang dilakukan terhadap 11 orang
pegawai instansi Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Tanjungpinang, maka
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dari 11 orang pegawai,

sebanyak 9 orang (81,8%) berpendapat agar optimalisasi dari kegiatan
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pengumpulan sampah harus di perioritaskan terlebih dahulu, yaitu dengan
melakukan penambahan personil petugas kebersihan. Sedangkan mengenai
masalah pemberian upah/gaji dan tunjangan kesehatan terhadap petugas
kebersihan walaupun menjadi pﬁoritas utama dan telah diusulkan kepada
Pemerintah Kota, namun kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitarnya tetap

menjadi periorirtas utama yang harus segera di optimalkan. Hal ini dapat dilihat

dalam tabel (4.8), sebagai berikut:

TABEL. 4.9
PENDAPAT PARA PEGAWAI INSTANSI DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN MENGENAI PENINGKATAN PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG

1Kegiatan

a. Meningkatkan jam kerja dalam kegiatan
pengumpulan sampah menjadi 2X {pagi dan
sore)

b. Mensosialisasikan kembali sanksi kepada

masyarakat
¢. Meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja
bagi petugas kebersiban
upah / gaji dan tunjangan kesehatan
kebersihan

Dari hasil penyebaran quesioner yang dilakukan kepada para pegawai
yang ada di Instansi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, yang
sebagian besarnya lebih cenderung untuk lebih mengoptimalkan masalah
pengelolaan sampah disamping masalah pemberian gaji / upah dan tunjangan
kesehatan petugas kebersihan. Adanya pendapat seperti ini dikarenakan oleh

adanya kesadaran tentang sangat pentingnya lingkungan hidup yang bersih. Bukan
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berarti tidak memperhatikan kesejahteraan para petugas kebersihan, karena
masalah kesejahteraan bagi para petugas kebersihan tersebut juga merupakan
prioritas utama bagi optimalnya kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sampah.
Untuk mengetahui lebih jaufl tentang perlunya optimalisasi dalam kegiatan
pengumpulan dan pengelolaan samapah di 'Kota Tanjungpinang, maka telah
disebarkan pula kuesioner kepada tokoh-tokoh masyarakat dan dianggap mewakili
masyarakat yaxig ada di masing-masing Kecamatan / Kelurahan di Tanjungpinang.
Adapaun tujuan dari penyebaran kuesioner ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pendapat masyarakat mengenai optimalisasi pengumpulan dan
pengelolaan sampah yang selama ini telah dijalankan. Untuk mendapatkan

gambaran yang sesungguhnya atas pat_ldangan Tokoh .masyarakat Kota

. Tanjungpinang yang selama ini , sangat memberikan dukungan kepada

Pemerintah Kota Tanjungpinang , terutama pada petugas pengumpul sampah
sebagai upaya menciptakan suasana yang diinginkan, untuk itu dapat di lihat
pendapat dari para tokoh masyarakat tersebut, dapat dilihat dalam tabel 4.10

berikut:

TABEL. 4.10

PENDAPAT PARA TOKOH MASYARAKAT MENGENAI
PENINGKATAN PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI
KOTA TANJUNGPINANG

o
G i
= T
& S
A ) A S

umber: Analisis Tahun 2004
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Dari hasil penyebaran kuesioner tersebut, dapat dilihat bahwa sebayak 23
orang (77%) responden berpendapat agar kegiatan pengumpulan sampah lebih
dioptimalkan dan menjadi prioritas yang lebih utama, hal ini menggingat bahwa
masalah sampah menyangkut keﬁérsihan lingkungan dan kesehatan masyarakat
sekitarnya. Menurut mereka walaupun masalah kenaikan/peningkatan upah kerja
bagi para petugas kebersihan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka
sangat diperlukan, namun hal itu masih dapat dimusyawarabkan dengan pihak
Pemerintah Kota, dan waktunya dapat ditentukan. Namun mengenai masalah
pengumpulan sampah yang masih belum optimal ini, haruslah lebih diutamakan
agar sesegera mungkin dapat diatasi. ‘

Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa masalah kesejahteraan petugas
lebih diperioritaskan, sebanyak 7 orang (23%) responden. Mereka
mengemukakan, masalah peningkatan kesejahteraan para petugas kebersihan
adalah merupakan suatu masalah krusial yang harus segera mendapatkan
perhatian yang lebih utama dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Karena tidak
mungkin seseorang dapat bekerja secara optimal jika hasil dari pekerjaan yang
dilakukannya itu tidak dapat memenuhi standar kebutuhan hidup keluarganya
sehari-hari, sehingga mereka merasa perlu untuk mencari atau mendapatkan
penghasilan tambahan dari sektor pekerjaan lainnya. Jadi mereka dalam bekerja
mengumpulkan sampah hanya sebatas waktu kerja yang telah ditetapkan oleh

Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dengan waktu kerja yang sempit dan terbatas

itu, maka tidak mungkin mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan
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maksimal bahkan yang terlihat dilapangan malah terkesan terburu-buru dalam
melakukan kegiatan pengumpulan sampah dilokasi-lokasi TPS yang ada.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan mengenai kenaikan pemberian
upah/gaji guna meningkatkan keé-ejahteraa'n para pekerja kebersihan tersebut,
pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Tanjungpinang telah mengajukan
suatu proposal mengenai upaya kenaikan upah/gaji para pekerja kebersihan
kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang. Hamun dari hasil rapat yang koordinasi
yang diadakan oleh Pemerintah Kota dan Dinas Kebersihan Tanjungpinang,

memutuskan bahwa mengenai kenaikan gaji/upah tersebut baru akan dilaksanakan

pada awal tahun 2006 nanti. 1




BAB Y
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian tentang optimalisasi petugas kebersihan dalam pengelolaan
sampah rumah tangga di Kota Tanjungpinang, menunjukkan bahwa kegiatan
pengumpulan dan pengelolaan sampah ma_l\sih belum terlaksana secara meningkat

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mempengaruhinya. Adapun beberapa

factor yang menjadi penyebab belum meningkatnya kegiatan pengumpulan dan

pengelolaan sampah di kota Tanjungpinang, diantaranya:

1. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pada bahaya limbah
sampah, sehingga mereka menyerahkan masalah kebersihan lingkungan
hanya kepada petugas kebersihan. Diikuti pengawasan yang perlu ditingkatkan
oleh lembaga yang mengelola persampahan

2. Wakiu kerja yang sempit dan terbatas, sehingga para pekerja kebersihan tidak
dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan pekerjaan sampingan yang
dominan.

3. Dalam mengelola sampah di kota Tanjungpinang kelembagaan masih
dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
pemerintah kota Tanjungpinang serta pembayaran upah yang masih perlu

peningkatan
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5.2 Rekomendasi

Studi yang telah dilakukan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi
instansi yang terkait dengan program peningkatan pengelolaan sampah rumah
tangga, dengan mengkaji terlebih..dahulu faktor-faktor yang menjadi penyebab
kurang meningkatnya pengelolaan sampah tersebut.

1. Memberikan pemahamaman yang mendasar tentang bahaya tumpukan sampah
yang tak terangkut dengan mengefektifkan pengawasan oleh lembaga yang
mengelola persampahan.

2. Menjadwalkan kembali waktu-waktu petugas pengumpul sampah dalam
melakukan pengumpulan sampah dan diiringi dengan kegiatan rutinitas
Jum’at bersih.

3. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga untuk mendapatkan peningkatan
pengelolaan sampah perlu didukung sarana dan pra sarana yang memadai sera

peningkatan pendapatan petugas pengumpul sampah.
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